berikut dalam perkara :

PUTU

No.2586 K/P

SAN o
DT/2008

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH

memeriksa perkara perdata dalam tingka

1. PT. (PERSERO)

| AGUNG

t kasasi telah memutuskan sebagai

PERUSAHAAN PENERBANGAN

GARUDA [NDONESIA, berkedudukan Gedung Garuda

Indonesia Jalan Med
10110 Indonesia;
PANTUN MATONDA
Blok 80 No.31 Meruya
dalam hal ini memberi kua
SH. dkk. Advokat, berkant
Selatan;

Pemohon Kasasi I/Termoh

Tergugat IX

m
SUCIWATI, bertempat ting
Pusat;

Dalam hal ini memberi ky
Berkantor di Lembaga Bant

Termohon Kasasi I/Pemohd

dan:

1. INDRA SETIAWAN,
Hilir H7/14 Meruya Ut

2. RAMELGIA ANWAR
Griya RT.02/10 Keca

3.  ROHAINIL AINI, bert
VIlI/5 RT.02/05 Ke
Tangerang;

4. POLLYCARPUS BU
di Pamulang Permai

5. YETTY SUSMIART

an Merdeka Selatan No.13 Jakarta
\NG, bertempat tinggal di Kav. DKI
\, Jakarta Barat;

sa kepada MOHAMMAD ASSEGAF,
or di Jalan H. Samali No.29 Jakarta

on Kasasi || dahulu Tergugat | dan

elawan:

gal di JI. Diponegoro No.74 Jakarta

asa kepada ASFINAWATI, SH. dkk.

uan Hukum Jakarta (LBH Jakarta);

n Kasasi Il dahulu Penggugat;

bertempat tinggal di JI. Taman Meruya

ara Jakarta Barat;
bertempat tinggal di JI. Parkit | No.28

matan Limo, Limo Depok;
empat tinggal di JI. Danau Kelapa Dua
18

Kelapa Dua Curug Kabupaten

DIHARI PRIYANTO, bertempat tinggal
Blok B No.1 Kabupaten Tangerang;

, bertempat tinggal di Perumahan

Taman Elang Blok O

/06 RT.03/10 Desa Periuk Kecamatan



6. OEDI IRIANTO, bertempat tinggal di JI. Cirata Il Blok DA/2
RT.001/012 Kel. Jaka Sempurna, Bekasi;
7.  BRAHMANIE HASTAWATI, bertempat tinggal di Jin. Cucur
Timur A.6/2 BTR IV RT.02/09 Pondok Karya Pondok Aren
Kota Tangerang;
8. MADJID RADJAB NASUTION, bertempat tinggal di Griya
Kencana | Blok A/16| RT.01/04 Kel. Pendurenan Kec.
Karang Tengah Kota Tangerang;
9. SABUR M. TAUFIK, bertempat tinggal di Taman Giri Loka
B/23 Bumi Serpong Damai Kel. Lengkong Wetan Kota
Tangerang,
turut Termohon Kasasi dahuld Tergugat 11, Ii, IV, V, VI, VII, VIII, X
dan XI;
Mahkamah Agung tersebut ;
Membaca surat-surat yang bersangkutan
Menimbang, bahwa dari surat-surat| tersebut ternyata bahwa sekarang
Termohon Kasasi |l dahulu. sebagai Penggugat telah menggugat sekarang
Pemohon Kasasi | dan turut Termohon Kasasi dahulu sebagai para Tergugat di
\ muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada pokoknya atas dalil-
: dahl
e Bahwa Penggugat adalah istri almarhum Munir dan sebagai wali ibu dari

| _"-kedua anak kandung tersebut di atas yang lahir dari perkawinan Penggugat

,'\‘:dengan almarhum, adalah segenap ahli waris almarhum MUNIR yang
menmggal pada 7 September 2004 di dalam penerbangan Pesawat Garuda
l-ndoneéia Airlines yang dioperasikan oleh Tergugat | Nomor Penerbangan GA

- 97‘4'dengan rute Jakarta — Amsterdam (bukti P-4);

Bahwa berdasarkan hal tersebut di| atas, Penggugat memiliki hak untuk
mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum atas gagalnya Tergugat |
memenuhi tanggung jawabnya untuk menjaminkan keamanan, kenyamanan
serta keselamatan penumpang;

Bahwa almarhum Munir adalah penumpang pesawat yang dioperasikan
oleh Tergugat | Nomor Penerbangan GA 974 rute Jakarta — Amsterdam Nomor
Tiket 126.3275355522.2 kode booking QLKJF8 data of issued 1 September
2004 (bukti P-5);

Bahwa tiket alm. Munir adalah pengrbangan Jakarta-Amsterdam tanggal

6 September 2004 kelas ekonomi atas nama almarhum Munir;




=7 "“menanyakan kepada Tergugat V apakah

VIl yang saat itu menjadi purser, ket

‘mengkonfirmasikan kembali kepada Te

Bahwa saat almarhum Munir sedd
sebelum masuk ke dalam pesawat GA 97
V yang sudah dikenalnya atau sebelumt
hal ini berprofesi sebagai pilot dan beke
6a);

Bahwa di dalam pesawat GA 974
penentuan kursi oleh petugas darat Gar
Udara Soekarno — Hatta menduduki kurs
setelah berada di dalam pesawat yang be
di kursi No.3 K Kelas Bisnis (P-6¢)

Bahwa pemindahan tempat dudu
pesawat berangkat [take off] dari Jak
belakangan diketahui mengikuti penerba

Pelabuhan Udara Changi Singapura da

ng boarding dalam antrian penumpang
(4 almarhum bertemu dengan Tergugat
nya pernah bertemu dengannya dalam
ria di perusahaan Tergugat | (bukti P-

sedianya almarhum Munir berdasarkan
uda pada saat check in di Pelabuhan
i Nomor 40 G Kelas Ekonomi. Namun,

zrsangkutan dipindahkan tempat duduk

k almarhum Munir dilakukan sebelum
tarta atas inisiatif Tergugat V yang
ngan pesawat GA 974 dengan tujuan

lam kapasitasnya sebagai extra crew

yang akan melaksanakan tugas dari Tergugat | dan Tergugat Il selaku Aviation

and internal and security (bukti P-6¢);

Bahwa pemindahan oleh Terguga
duduk di kursi No.3 K kelas bisnis tanpa t

Bahwa pemindahan oleh almarhy
kelas bisnis (3K) yang dilakukan Terg
penerbangan saat itu yaitu Tergugat X! s
yang saat itu bertugas szbagai purser (bu

Bahwa Tergugat VI sebagai

~melakukan penukaran tempat duduk de

tersebut (bukti p-63e);

Bahwa pemindahan kursi almarht
bisnis memiliki arti ditempatkannya alm
berbeda;
Bahwa pilihan dan cara penyajian makan

kelas ekonomi, di kelas ekonomi penum

t V ini menyebabkan almarhum Munir
ket kelas bisnis;

m Munir dari kelas ekonomi (40G) ke
Lgat V tidak dilarang oleh pimpinan
serta tidak dihalangi oleh Tergugat Vil
kti P-6d);

awak kabin saat itu sempat pula
sudah meminta izin kepada Tergugat
xa Tergugat V mengatakan dia akan
ngan Munir. Namun Tergugat VI tidak

rgugat VIII perihal perpindahan kursi

m Munir dari kelas ekonomi ke kelas

arhum Munir ke dalam kondisi yang

an di kelas bisnis jauh berbeda dengan

pang mendapat pembagian makanan

secara massal (tidak memiliki pilihan sendiri selain pilihan yang ditawarkan)

kecuali untuk pemesanan makanan khusus (diet, moslem, dll). Sedangkan di

kelas bisnis terdapat pilihan yang beragam sehingga makanan lebih bersifat




individual. Cara penyajiannya pun, sebelum disajikan makanan dibukakan
terlebih dahulu oleh awak kabin yang bertugas di depan penumpang(Bukti P-6f);

Bahwa cara penyajian minuman pun berbeda antara kelas ekonomi
dengan bisnis. di kelas ekonomi minuman dituangkan di depan penumpang
sesuai pilihannya, sedangkan pada kelas |bisnis dituangkan di pantry dan baru
disajikan kepada penumpang.(Bukti P-6g);

Bahwa dalam penerbangan GA 974 Jkt-Sin, TERGUGAT V duduk sekitar
1 meter dari mini bar kelas premium sedangkan jarak antara mini bar kelas
premium tersebut dengan pantry sekitar 5 meter;

Bahwa dalam penerbangan GA 974 Jkt-Sin tersebut, TERGUGAT V
sempat mondar mandir di cockpit walapy saat itu bukan sebagai kru yang
bertugas. (Bukti P-6h);

Bahwa tidak hanya itu, TERGUGAT V juga berada di pantry sebanyak 2
kali.(Bukti P-6i);

Bahwa TERGUGAT V sempat berjalan jalan dan masuk ke pantry pada
suatu waktu sebelum makanan dan atau minuman disajikan;,

Bahwa Almarhum Munir meminum ['welcome drink” kurang lebih 10 menit
setelah masuk ke pesawat dan memakan| makanan yang disediakan sekitar 50-
60 menit setelah minuman tersebut yang disediakan TERGUGAT VI dan
TERGUGAT VII, awak kabin saat itu;

Bahwa setelah transit di pelabuhzan udara Changi-Singapura, pesawat

GA 974 melanjutkan penerbangan menujy Amsterdam;

Bahwa pada penerbangan GA 974 Singapura-Amsterdam tersebut,

TERGUGAT X menjabat sebagai purser yang bertanggungjawab atas segala
- tindakan yang terjadi di kabin dan dilakukan oleh awak kabin,

0 Sedangkan TERGUGAT IX bertindak. sebagai kapten pilot yang

S 'be'rtanggung jawab atas segala yang [terjadi pada penerbangan GA 974

| ‘ »'-Sin:g'a,;;)ura Amsterdam tersebut;

| Bahwa sejak keberangkatan Pesawat GA 974 dari Pelabuhan Udara

- Changi, Singapura menuju Amsterdam, Almarhum Munir kembali menduduki

kursinya semula yaitu normor 40G di Kelas Ekonomi dan tidak lama setelah itu,

mulai mengeluh sakit perut dan mulai muntah-muntah disertai buang air besar

yang kemudian diketahui sebagai gejala/reaksi dari teracunnya Almarhum

Munir. (Bukti P-6j);

Bahwa sebelum muntah-muntah disertai buang air besar tersebut, saat

berada di Changi Airport, Almarhum Munpir telah mengalami gejala nyeri perut.



Selain itu, Almarhum Munir juga sempat meminta obat nyeri perut kepada awak
kabin sewaktu baru naik pesawat jurusan|Singapura-Amsterdam;

Bahwa karena sakitnya, Almarhum Munir harus berkali-kali ke toilet
Pesawat GA 974, bahkan yang bersangkutan sempat tidak mampu Iagi berjalan
sendiri menuiju toilet sehingga harus dibantu oleh awak kabin.(Bukti P-6k);

Bahwa setelah mengetahui keadaan Almarhum Munir seperti di atas
seharusnya TERGUGAT IX segera mengkonsultasikan kepada Ground Officer
untuk meminta ijin mendaratkan pesawatwya ke bandara terdekat. (Bukti P-7);

Bahwa kurang lebih dua jam menjelang Pesawat GA 974 mendarat di
Pelabuhan Udara Schipol, Belanda, atau kurang lebih pukul 04.05 waktu
setempat, Almarhum Munir ditemukan meninggal dunia;

Bahwa hasil otopsi yang dilakukan oleh Lembaga Forensik Belanda
[Nederlands Forensisch  Instituut-NFI] mehyimpulkan Almarhum  Munir
meninggal disebabkan oleh keracunan arsenik akut, karena berdasarkan
pemeriksaan toksikologi ditemukan konsentrasi arsenik yang sangat tinggi di
dalam darah, urine, dan lambung. (Bukti P-8);

Bahwa keterangan ahli mengatakan, reaksi racun arsenik yang masuk ke
dalam tubuh Almarhum Munir paling lama 90 (sembilan puluh) menit sebelum
gejala awal muncul.(Bukti P-9a);

Bahwa rentang waktu antara munculnya gejala awal dengan waktu
masuknya racun berkesesuaian dengan|saat Almarhum Munir makan makanan
dan minuman TERGUGAT | yang disajikan dalam penerbangan antara Jakarta-
Singapura.(Bukti P-9b);

Bahwa karenanya diketahui dalam penerbangan GA 974 Jakarta-
_"Singapura terdapat makanan dan atau minuman beracun, yang kemudian
, ufdisajikan oleh TERGUGAT V! dan TERGUGAT VIl kepada Almarhum Munir,
: f_yéhgf mengakibatkan meninggainya Almarhum Munir;

- Bahwa setelah pertama kali mendengar kabar meninggalnya Almarhum
" M‘L_‘mir melalui Kontras PENGGUGAT menelepon TERGUGAT | untuk
,v-mémastikan kabar tersebut. PENGGUGAT sekurang-kurangnya menelepon
kantor TERGUGAT | di Jakarta dan di|Amsterdam masing-masing sejumlah 3
kali sehingga setidaknya 6 kali PENGGUGAT bolak-balik menelepon kantor
TERGUGAT | namun tidak mau membefikan informasi;
Bahwa dalam telepon-telepon tersebut, pihak TERGUGAT | tidak mau
memberikan informasi dengan berbagai dalih. Baru pada telepon terakhir ke
perwakilan TERGUGAT 1 di Schipol, [PENGGUGAT diberikan informasi bila

.~ Y ek e il ks by AAanaan amiboals




embel pesan oleh petugas saat itu agar tidak memberitahu siapa pun bila

PENGGUGAT mengetahui kabar meninggalnya Almarhum Munir dari dirinya;

Bahwa setelah meninggainya

alm. Munir, diketemukan fakta-fakta

penting seputar penerbangan GA 974 dalam kaitannya dengan kematian alm.

Munir yaitu :
a.

- GA 974 pada hari itu juga (6 Sep
-~ menolak tetapi setelah TERGUGAT
izin dari TERGUGAT Ill, TERGUGA
ikut dalam penerbangan GA 974.(E
- Bahwa TERGUGAT V dapat berad

Bahwa TERGUGAT V berada di dalam pesawat GA 974 dalam kapasitas

sebagai extra crew (Bukti P-61);

Bahwa belakangan diketahui kebenangkatan TERGUGAT V di dalam GA

974 didasarkan pada surat tugas

TERGUGAT Il kepada TERGUGAT V

selaku aviation and internal Security (JKTISGA) dengan nomor surat

GARUDA/DZ-2270/04, tertanggal 11
Bahwa surat tugas tersebut mem

Agustus 2004;(Bukti P-10);

punyai kejanggalan, yaitu penugasan

yang bersifat sangat umum, tanpa batasan waktu dan tanpa disertai sistem

pertanggungjawaban pelaksanaan tiigas yang jelas;

Bahwa selain kejanggalan di atas,

surat tugas tersebut dikeluarkan oleh

TERGUGAT | dan I, langsung kepada seorang Co-Pilot Garuda dengan

mengabaikan jenjang pengambilan
Garuda, yaitu Direktur Operasional,
Chief of Pilot;

keputusan di lingkungan manajemen

Vice President for Flight Operation dan

Bahwa surat penugasan TERGUGAT V tersebut dikeluarkan pada waktu

yang hampir bersamaan dengan

mulai adanya pemberitaan di media

massa tentang rencana Munir melanjutkan studi ke Belanda;

Bahwa berhasil diketahui bila kebe
prosedur. Tanggal

TERGUGAT 1V untuk meminta diik

6 September

September 2004, atas dasar nota
yang ditandatangani oleh TERGUG
Support Officer. Nota tersebut me
OFA/210/04 tanggal 31 Agustus 200
Bahwa surat perubahan jadwal

dokumen TERGUGAT | walaupun T

rangkatan TERGUGAT V tidak sesuai
2004, TERGUGAT V mendatangi
utkan sebagai km dalam penerbangan
tember 2004). TERGUGAT IV sempat
V menyatakan dirinya telah mendapat
T IV mengizinkan TERGUGAT V
bukti P-6m);
a di pesawat GA 974 pada tanggal 6
perubahan jadwal nomor OFA/219/04
AT IV sendiri, sebagai Flight Operation
rupakan perubahan dan Nota Nomor
4 (Bukti P-6n);
tersebut resmi dikeluarkan sebagai
ERGUGAT IV mengetahui hal tersebut

P T Loomom Do s 2 rrm v o v P i Al AL AllAY D4 D AN



Bahwa karenanya keberangkatan TE
izin dari Chief of pilot Carmel
kewenangan tersebut.(Bukti P-6p);
Bahwa kemudian TERGUGAT Il
Security mengeluarkan surat No.
penugasan TERGUGAT | dan [l ke
TERGUGAT IV. Namun diketahui su
setelah kematian Munir [antidatum].
Bahwa TERGUGAT V tiba di Singap
setempat dan kembali ke Jakarta d
tanggal 7 September 2004, sehingg
tidak memiliki waktu yang cukup un
telah dilakukan selama berada di Sin
Bahwa laporan TERGUGAT V k
September 2004, tidak profesional,
pilot yang mengoperasikan pesaw
sementara laporan TERGUGAT \/
dengan mesin ketik manual. (Bukti P/
Bahwa TERGUGAT I, setelah

?

-RGUGAT V tersebut tanpa mendapat

Sembiring yang sebenarnya memiliki

selaku Vice President for Corporate
15/1177/04 untuk memperkuat surat

pada TERGUGAT V yang dibuat oleh

rat tersebut ternyata back dating, yaitu
Bukti P-11);

ura sekitar pukul 00.30 dini hari waktu
engan. fligh pertama pada jam 06.30
8 menunjukkan bahwa TERGUGAT V

tuk melakukan tugas yang diklaimnya

gapura (Bukti P12);

epada TERGUGAT Il tertanggal 8
mengingat dengan kapasitas seorang
at dengan peralatan komputerisasi,
[ kepada TERGUGAT Il dilakukan
1113);

kematian Almarhum Munir telah

membentuk tim Investigasi yang di

ebut SH@Re Investigation, yang

menghasilkan Safety Hazardous Report subject "Death on Board GA 974 B747-

/400 PK-GSG SIN-AMS, Sept. 7 th 2004 No. INV/OZI/B744/001/04 Basis No.
24/04/744 yang dikeluarkan pada 19 Okfober 2004 dan disusun (prepared by)
| ,@éﬁ*ﬁHartati, Betty Nila P dan Boy Umarsyiah dan diverifikasi oleh Capt. Novianto
o f,Hér}-'u;f)ratomo dan disetujui oleh Capt. A Krismanto. (Bukti P-14);

- Bahwa dalam SH@Re Investigation, yang menghasilkkan Safety
" Hazardous Report subject “Death on Bdard GA 974 B747-400 PK-GSG SIN-
A'MS, Sept. 7° 2004 No. INV/OZI/B744/001/04 Basis No. 24/04/744, yang
dikeluarkan pada 19 Oktober 2004 tercantum hasil investigasi antara lain :

“before Mr Munir dead, PiC didn't make

from the ground ... *

“crew did not really understood kind of reg

on ASR and CSR and which Department
preliminary report”;
“‘crew did not really understand internatio

when such incident/accident occurs in the

Y R T ]

ny contact seeking of medical advice

portable occurance should be reported

should be (the first hand) receiced the

hal rules/regulation of ICAO annex 13
country other than the original country




“crew did not realize that wrapping o

equipment used by doctor during medical
Bahwa TERGUGAT Il pernah me

media tentang penga

publik melalui
manajemen GARUDA terkait dengan fa
(back dating/antidatum),

TERGUGAT |l kepada TERGUGAT V.(B
Bahwa selain pengakuan tersebut

fakta dengan memberikan pernyata

bohong perihal kematian Almarhum N

bahwa kematian Munir bukan akibat

diterangkan oleh yang bersangkutan,

karena makanan Garuda tentu semua p

P-16);
Bahwa lebih jauh dari itu, TERG
membantu pengungkapan kematian M

yang dikuatkan dengan fakta membatal

di pesawat, seperti dinyatakan oleh Peny

“Marsudhi juga mengecam pihak

untuk membantu pengungkapan kasus

komitmen di antaranya banyak pejabat ¢

cenderung menutup-nutupi. Indikasi la

~ melakukan investigasi internal. “Garud

,}_‘;ﬁ'z“,.f»'p'e'hjfbunuhan Munir di pesawat denga
" - Marsudhi"(Bukti P-17);

A Bahwa penerbangan Pesawat G
dengan transit di Pelabuhan Udara {
| :‘perlie__r;béngan internasional yang tunduk
Bahwa Munir telah meninggal
terjadi dalam pesawat Garuda yang
berdasarkan ketentuan dalam Pas
TERGUGAT | bertanggung jawab atas
Bahwa keselamatan, keaman3
dalam penerbangan garuda GA 974 Jh

menjadi tanggung jawab Tergugatires i

laporan TE

r packaging of medicine and medical
treatment, should kept as evidence”;
ngeluafkan pernyataan yang diketahui
kuannya atas ketidak profesionalan
kta adanya surat yang bertanggal maju
RGUGAT V dan surat penugasan
Likti P-15);

TERGUGAT ll pernah  mengaburkan
an-pernyataan sehingga beredar berita
flunir yaitu pada pokoknya menjamin
keracunan, karena sebagaimana juga
‘makanan dibagi secara random, jika
enumpang akan ikut keracunan”. (Bukti
UGAT | tidak memiliki komitmen untuk
inir bahkan kecenderungan menutupi,
xan prereko'nstruksi pembunuhan Munir
iidik kasus Munir, Marsudhi;

Garuda dinilai tidak memiliki Romitmen
kematian Munir. Indikasi tidak adanya
jan pegawai PT Garuda Indonesia yang
nnya, tambah dia, pihak garuda tidak
5 membatalkan pra rekonstruksi kasus

n alasan yang tidak signifikan, “tegas

A 974 dengan Rute Jakarta-Amsterdam
Changi, Singapura, adalah merupakan

terhadap konvensi Warsawa;

dunia karena kejadian (accident) yang

dioperasikan TERGUGAT | sehingga

al 17 Warsawa Convention 1929,

cerugian yang diderita;

n dan kenyamanan almarhum Munir

KT-AMS 6 September 2004 sepenuhnya

bsa loquitur;

Kesengajaan menempatkan pe

humpang dalam kondisi tidak nyaman,



Pemindahan kursi yang tidak sesu
Bahwa perpindahan tempat dudu
dalam Pesawat GA 974 dari kursi Nomo

3K, Kelas Bisnis, sesaat sebelum pene

ai dengan boarding pass;
k Almarhum Munir setelah berada di
r 40G, Kelas Ekonomi, ke Kursi Nomor

tbangan Jakarta-Singapura merupakan

tindakan yang bertentangan dengan standar penerbangan perusahaan sipil,

apalagi sebagaimana disebutkan di atas

dalam lingkup penerbangan internasional;
Bahwa selain itu, perpindahan tem

dibenarkan bila dilihat dari perspektif ti
korban jika terjadi kecelakaan pesawat

identifikasi korban dalam kecelakaan pes

tidak bersesuaian dengan manifest penu

Bahwa dalam kasus meninggalnyi

duduk atas inisiatif TERGUGAT V s
TERGUGAT VIl dan Xl tidak dapat di
kemudian menempatkan Almarhum Mu

target [mudah] guna peracunan;

Bahwa karena tindakan pemindah

dibiarkan TERGUGAT VIl dan X yang
perusahaan TERGUGAT | menempatkar
tidak

penumpang, jelas sudah dapat juga dit

terjamin  keamanan, keselamg
__hukum karena melanggar ketentuan pe

ib.éﬁ_algu dan kewajiban hukumnya sendir

penerbangan Pesawat GA 974 adalah
pat duduk penumpang juga tidak dapat
ndakan investigasi (forensik) ferhadap
Perpindahan ini dapat méng#aburkan
sawat karena posisi tempat duc#uk yang
mpang yang ada;

5 Almarhum Munir, perpindahan tempat
erta pembiaran yang dilakukan oleh
benarkan karena tindakan itu‘ah yang
nir dalam keadaan berbahaya sebagai
an yang dilakukan TERGUGA{[ V yang
3 merupakan karyawan atau ;ipegawai
1 Almarhum Munir dalam posisi menjadi
aitan  dan  kenyamanannya isebagai
hilai sebggai perbuatan yang Tnelawan
raturan dan perundang-undangan yang

, yakni;

" a. Basic Operations Manual (BOM) date Jan 1,1998, issue No 2 BOM

§14 pé‘ge 1, tertulis;

o “fi‘.n case of up-or downgrading a

~ Information, heet and PIiC as w
before embarkation of passengery
“Economy class passengers on th
class seats”;
(1) In case of overselling, act

rules;

(2) In those cases were, fo

configuration aircraft is sch

5"

hote should be made on the p?ssenger

pil as the purser should be i:fnformned

]

e following conditions may occbpy First

|
sording to current upgrading sequence

r ad-hoc tecnichal reasons, a mixed

eduled to fly on an all economy service,

it is not against IATA ruleg

that economy class passengéf?r occupy



b. Pasal 4 huruf [a] Undan -Undang Nomor 8 Tahun 1999, Tentang -

perlindungan Konsumen, bhahwa ‘Konsumen antara lain berhak atas

kenyamanan, keamanan |dan keselamatan dalam mengkonsumsi
barang dan/atau jasa”:

Bahwa memindahkan Munir dari tempat duduk di kelas ekonomi sesuai
tiket yang diterbitkan TERGUGAT |1 dan diterima Munir, yaitu tiket kelas
ekonomi, ke kelas bisnis seperti yang telah terjadi, padahal tidak lada alasan
overselling atau ad hoc tecnjcal reasons, untuk itu i.c harus diartjkan bahwa
pengangkut (TERGUGAT ) telah menerima Seorang penumpang tanpa tiket,
yaitu tanpa tiket kelas bisnis sebagaimana diatur dalam pasal 3 (2) Warsaw
Convention 1929, sehingga sebagai lakibatnya tanggung jawab TERGUGAT |
menjadi tidak terbatas: ‘

Bahwa atas perbuatan TERGUGAT I, TERGUGAT V, TERGUGAT Vi
dan TERGUGAT XI yang melawan hykum sebagaimana dikemuka%an di atas,
maka selayaknya TERGUGAT . [, TERGUGAT V, TERGUGATf VIl dan
TERGUGAT XI dinyatakan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah

~ melakukan perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad);

£ ~ Bahwa selain itu, sudah sepatutnya pula menurut hukum bila
N TERGUGAT I, TERGUGAT V, TERGUGAT ViIl dan TERGUGAT X berdasarkan
o Pasél‘ 1365 dan 1367 KUHHPerdata harus bertanggungjawab secars tanggung

7 ‘revnten.g_,atas seluruh kerugian yang timbul akibat perbuatan melawan hukum
) Y yang dilakukannya

C. Keberadaan kru atas surat tudas resmi yang cacat hukum; |

Bahwa perbuatan TERGUGAT | dan TERGUGAT Il yang medgeluarkan
surat tugas kepada TERGUGAT V sebagai Aviation and lnternah Security
dengan nomor surat GARUDA/DZ-2270/04, tertahggal 11 Agustus %004 yang
tidak menyebutkan batas waktu, tanpa disertai sistem pertanggungjawaban, dan

juga mengabaikan jenjang pengambil putusan menurut mAanajemen
TERGUGAT |, bertentangan dengan| kewajiban hukum TERGUGAT | dan
TERGUGAT 1I; %

Bahwa penugasan TERGUGAT V dalam penerbangan jiGA 974
menggunakan nota No.OFA/219/04 yang ditandatangani oleh orang yang tidak
berhak yaitu TERGUGAT IV, alias cacat hukum;

Bahwa perbuatan TERGUGAT I|dan TERGUGAT il [Vice President for
Corporate Security] yang menerbitkan surat No. 15/1 177/04 namuanaktanya

surat tersebut back date, adalah upaya untuk menutupi dan/atau mengaburkan




Munir bertentangan dengan kewajiban hut

menurut: Pasal 5 Ayat 3 UU No. 19/2003
menjelaskan bahwa:
Direksi

Profesionalisme, efisiensi, Transparansi

anggota pada intinya
serta kewajaran dan bertentangan deng
8/1999, Tentang Perlindungan Konsume
bahwa : “kewajiban pelaku usaha un
usahanya, memberikan informasi yang je
atau jasa serta penggunaan, per
memperlakukan atau melayani konsums
diskriminatif”;

Bahwa TERGUGAT IV yang me
maju adalah suatu tindakan yang tidak d
dengan kepatutan. TERGUGAT IV sehar
surat tersebut, terlebih saat pembuatan
Almarhum Munir telah terekspos med
diketahui TERGUGAT IV akan maksu
tersebut;
Bahwa perbuatan TERGUGAT \
sebagai Aviation and Internal Securit
Singapura tanpa adanya surat tugas kh
~ dikeluarkan TERGUGAT IV padahal pa
yang berwenang vyaitu chief pilot serta
. u‘nt“"uk melengkapi tindakannya terbang t
TERGUGAT V telah bersama-sama m
 yang dilakukan TERGUGAT |, TERGUG
v
Bahwa perbuatan melawan hu
ditambah oleh tindakan yang tidak |
penggunaan alat ketik manual dalam
sesuai dengan kapasitas yang seharusn
dalam kerja sehari-hari mengoperasikan

Bahwa perbuatan TERGUGAT |

TERGUGAT IV secara mufakat dan s

=Y
(s

“Pelaksanaan tug

L

i pembuatan surat bertangg

/ yang menentukan sendiri 1
y dalam penerbangan GA

tut mengetahui tidak adanya
anpa surat tugas khusus ment

elakukan perbuatan melawan
AT Il, TERGUGAT Il dan TER

batut serta tidak profesional

penulisan laporan. Hal ini jel

pesawat bersistem komputeris;

TERGUGAT V dan kemudian

cum TERGUGAT | dan TERGUGAT il
Tentang BUMN yang pada pokoknya
jas dalam melaksanakan tugasnya
jib

Akuntabilitas, Pertanggungjéwaban
bn Pasal 7 huruf a, b dan ¢ UU No.
n, yang pada pokoknya menjelaskan

melaksanakan  prinsip-prinsip,

uk beritikad baik dalam melakukan
as, jujur mengenai kondisi barang dan
serta

ta tidak

baikan dan pemeliharaan,

n secara benar dan jujur ser
akukan pembuatan surat bertanggal
apat dibenarkan karena bertehtangan
usnya dapat menolak untuk membuat
surat itu, kabar mengenai kematian
a massa sehingga sepatutnya juga

al maju

igasnya
974 ke
usus, melainkan memakai nata yang
zin dari
ck date

injukkan

membiarkan adanya surat bz

hukum
GUGAT

kum TERGUGAT V di atas masih

berupa
as tidak
ya dimiliki oleh seorang co-pjlot yang

aSi;

TERGUGAT Il, TERGUGAT lil, dan

ngaja untuk menerbangkan kru yang

tidak seharusnya terbang dalam hal ini |

Tenutupi
I T D D, [y 1, A v 7



lain, yaitu hak Almarhum Munir selaku konsumen TERGUGAT. Perbuatan

TERGUGAT tersebut juga melanggar;
a.

d. Berdasarkan kepatutan da

Bahwa keamanan penerbanga

Pasal 28G ayat [1] UUD 1945, yang menentukan: “setiap orang
berhak atas....rasa amén dap perlindungan dari ancaman ketakutan
berbuat atau tidak berbuat”;
Pasal 28D ayat [1] UUD 1945, yang menentukan: “setiap orang

berhak atas pengakuan, jam

nan, perlindungan dan kepastian hukum
yang adil dan perlakuan yang sama di hadapan hukum”;,

Pasal 4 UU No.8/1999, Tentang Perlindungan Konsumetp: [I] hak
atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan' dalam
mengkonsumsi barang dan/atau jasa; [2] hak untuk memilih barang
dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut
sesuai dengan nilai tukar dap kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
[3] hak atas informasi yang benar. jelas. dan jujur mengenai kondisi
barang dan jasa;
standlarvd operasional Garuda dan
Peraturan Pemerintah No.3| Tahun 2001 Tentang Keamanan dan
Keselamatan Penerbangan,| prinsip-prinsip tersebut di bawah ini

harus dipenuhi;

adalah keadaan yang terwyjud dari

tindakan

emerintah No. 3 Tahun 2001 sebuah

rbebas dari tindakan yang melawan

. f.—hukum Namun dalam penerbangan GA 974 Jakarta-Singapura yang| dipimpin
" oleh TERGUGAT X ternyata terdapat

menumpang secara melawan hukum.

ERGUGAT V selaku extra crew yang
i mana TERGUGAT V menggunakan

nota No.OFA/219/04 yang ditandatangani eleh orang yang tidak berhak yaitu
TERGUGAT |IV. Seharusnya TERGUGAT Xl menolak seikutsertaan

TERGUGAT V dalam penerbangan GA 974 Jakarta-Singapura;

Bahwa keberadaan TERGUGAT ¥ yang cacat hukum dalam pesawat GA

974, Jkt-Sin yang didasarkan atas peruatan melawan hukum yang dilakukan
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pimpinan penerbangan saat itu yaitu TERGUGAT VIl dan Xl. Pengabaian
tanggung jawab oleh TERGUGAT VIII dan Xl ini merupakan perbuatan yang
melanggar kewajiban hukumnya sepert| yang tertera dalam Basic Operation
Manual (BOM);\
“Purser........ the FA 1 is accountable to monitor flight safety conduct in the
cabin, especially during take of gnd landing. The FA 1 coordinates the
work of other flight attendants |in a flight in compliance with valid
regulation and policies and report| any concerns that effect the quality of
the fligh to the PIC and /or concemed chief cabia. To ensure coqgtibuty of
service betwen pre, in, and post|flight, an fA | has the job togconduct
. quality control to all uplift sz.rpllies at the related sector and coordinates

~.;\‘_'1:ba\ssenger service/handling with the passage officer, ramp coordinator
\ and catering a service........... BOMR12 page 5 date 1 Sept 2003 issue 2™
In accordance with the CASR
during day to day operations

121.633 the responsibility for control

re determined as follows : pilot in

. is responsible for the safety of the
passangers, crewmembers, cardo and aircruft, has full control and
authority without limitation over other crewmembers duties whether or not
he/she holds valid certificates authorizing him/her to perform the duties of
tiwse crew members”;
Bahwa pemindahan Munir dari tempat duduk di kelas ekonomi ke kelas

bisnis tanpa tiket bisnis yang menyalahi|aturan dan penugasan TERGUGAT V

dalam penerbangan satu pesawat denggn Munir berdasarkan surat tugas yang
tidak benar karena menyalahi prosedur seperti telah diuraikan di atas,
TERGUGAT | i.c harus dianggap telalh melakukan ‘'willful miscondyct' atau
sengaja berbuat jahat sebagaimana dimaksud pasal 25 Warsaw Conpvention
1929 dan karenanya tanggung jawab| TERGUGAT | atas kerugian yang
ditimbulkan menjadi tidak terbatas;

Bahwa atas perbuatan TERGUGAT |, I, lil, 1V, V, VIl dan Xl yang
melawan hukum sebagaimana dikemukakan di atas, maka selayaknya
TERGUGAT |, II, 111, 1V, V, VIl dan

Jakarta Pusat telah melakuka

[ dinyatakan oleh Pengadilan Negeri
perbuatan melawan hukum
[onrechtmatigedaad];
Bahwa karenanya, sudah sepatutnya pula menurut hukym bila
TERGUGAT |, I, lll, IV, V, VIII. dan Xl berdasarkan Pasal 1365 dan 1367
KUHPerdata harus bertanggung jawab $ecara tanggung renteng atas‘seluruh

Lo oo ovs 0 e e v om x vom o o diomm b s v o o omd v oom b s s ombom om v Lt arommn Lue sl tomem c vomom ooa od lomles ol o o om bk oo o

PR LR



Kelalaian hingga menempatkan penumpang dalam kondisi tidak nyaman,
tidak aman dan tidak selamat;

“Gross negligence dalam Mengawasi Makanan dan Minuman sehingga
Berakibat Kematian (Alm.)Munir’;

Bahwa mengingat gejala pertama kali yang dialami oleh Almarhum Munir
4 take-off dari Pelabuhan Udara Changi,

ntake racun adalah 90 menit dari reaksi

beberapa saat setelah Pesawat GA 97
Singapura dan keterangan ahli bahwa
pertama, maka dapat dipastikan rapun arsenik masuk ke dala;\m tubuh
ijdidmam

aktu saat

Almarhum Munir melalui makanan dan atau minuman yang disediak

Pesawat GA 974 yang dimakan dan atau diminumnya pada suatu

-:penerbangan Jkt-Sin;

‘Bahwa dalam penerbangan GA 974 Jkt-Sin tergugat VI dan VII sebagai

,a%}k%bin yang bertanggung jawab urtuk menyiapkan makanan dan minuman

dl’ pantry dan menyajikan makanan dan minuman dengan kondisi yang baik,
«aman dan nyaman, ternyata makanan dan atau minuman yang di bawah

“’tanggung jawab tergugat VI dan tergligat Mil telah menimbulkan keracunan

Munir; |

974 Jkt-Sin tergugat VIII

sebagai Purser yang bertanggung jawab atas keamanan, kenyamd

yang mengakibatkan kematian Almarhu

Bahwa dalam penerbangan G bertugas
inan dan
keselamatan di dalam kabin. Ternyata dalam penerbangan tersebut tergugat VI
dan tergugat VIl menyajikan makanan|dan atau minuman yang mengandung
racun yang mengakibatkan kematian bagi almarhum Munir ;

BOM (

Bahwa berdasarkan asic Operations Manual)

accordance with the CASR 121.533 th
day operations are determined as follows : pilot in command (PiC) du

responsibility for control durir

time is responsible for the safety of the| passangers, crewmembers, ¢
aircraft, has full control and authority without limitation over other crewt
duties whether or not he/she holds valid certificates authorizing hi

perform the duties of those crew members, seharusnya TERGU

bertanggungjawab atas keselamatan penumpang khususnya Almarhu

tetapi dalam kenyataannya Almarhum Munir meninggal

mengkonsumsi makanan dan atau mingman yang disediakan dan dis

dalam pesawat GA 974;

Bahwa dengan demikian TERGUGAT |, TERGUGAT VI, TERGU

TERGUGAT VIl dan tergugat X! setidaknya juga telah melakukan

dalam mengawasi keamanan makanan dan atau minuman yang d

g day to
ring flight
argo and
members
m/her to
GAT Xl
m Munir

dikarenakan

ajikan di

GAT VII.
Kelalaian
ibagikan




Bahwa dalam pada itu penyaj
dikonsumsi Munir yang ternyata men
pesawat TERGUGAT | sebagaimana te
tidak dapat dibuktikan telah dilakukan
tidaknya i.c harus dianggap sebagai k
gross negligence di pihak TERGUGAT
pasal 25 (1) Warsaw Convention 192¢
jawab TERGUGAT | atas kerugian yang

Bahwa atas perbuatan TERGUG
hukum sebagaimana dikemukakan di

1, atau untuk menggunakan ist
,or by such default sehingga
ditimbulkan menjadi tidak terb
AT |, VI, VII, VIl dan X yang
tas, maka selayaknya TERG

dengan sengaja - quod non —,

an minuman dan atau makanan yang
gandung racun yang mematikan dalam

lah diuraikan di atas kalau pun dianggap

setidak-

elalaian yang berat, grove schuld atau
lah dalam
tanggung
atas;

melawan
UGAT VI,

WVH, VIl dan Xl dinyatakan oleh Pegngadilan Negeri Jakarta Pusat telah

. melakukan perbuatan melawan hukum nrechtmatigedaad];

.. ' -Bahwa selain itu,
_ TERGUGAT HAV/RRVT)
"‘NKUHPerdata harus menanggung beban atas seluruh kerugian yar

sudah sepatutnya pula menurut huk

)
ilakukannya;

akrb)at perbuatan melawan hukum yang
© “Gross negligence dalam menangani sakitnya alm. Munir";
Bahwa perbuatan TERGUGAT |

diatur dalam BOM 5.2.1 -01 yang dipertegas oleh laporan Safety H
Report subject "Death on Board GA 974| B747-400 PK-GSG SIN-AMS,
2004 No. INV/OZ1/B744/001/04 Basis No. 24/04/744, yang dikeluarkan
Oktober 2004 dan disusun (prepared By) oleh Hartati, Betty Nila P
Umarsyah dan diverifikasi oleh Capt. Novianto Herupratomo dan diset

terbukti tidak profesional seba

Capt. A Krismanto antara lain ditemukan sejumlah fakta sebagai beril
Flight Safety Department (OZ)) sebagai berikut :
disebutkan bahwa “before Mr Munir dea

huruf “k” (dalam
, PiC didn't make any contact
of medical advice from the ground ...”;
Bahwa perbuatan TERGUGAT X [terbukti tidak profesional deng
mampu menjalankan kewajiban hukumnya sebagai purser seperti dir
| dalam Basic Operation Manual "purser the PA | is accountable to mon
safety conduct in the cabin, espécially uring take of and landing. T

coordinates the work of other flight attendants in a flight in compliance W

regulation and policies and report any concerns that effect the quality of

to the PIC and lor concerned chief cabin.| To ensure contibuty of service

pre, in, and post flight, an FA 1 has the job to conduct quality control to

um bila

VIl dan XI| berdasarkan Pasal 1365 dan 1367

g timbul

gaimana

azardous

Sept.7th
pada 19

dan Boy

ujui oleh

kut (h1.6

laporan)

seeking

an tidak
lyatakan
tor flight
ne FA 1
yith valid
the fligh
betwen
all uplift

supliies at the related sector and coordipates passenger service/handl
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dale 1 Sept 2003 issue 2 sebagaimana yang ditunjukkan laporan Safety

Hazardous Report subject “Death on|Board GA 974 B747-400 PK-GSG SIN-

AMS, Sept. T" 2004 No. INV/OZUB744/001/04 Basis No. 24/04/744, yang

dikeluarkan pada 19 Oktober 2004; ‘
“crew did not really understood| kind of reportable occurance should be
reported on ASR and CSR ang which Department should b{a (the first
hand) receiced the preliminary report”;

“crew did not really understand international rules/regulatioT of ICAO

annex 13 when such incident/accident occurs in the country other than

the original country of the operatpr”:

5 “crew did not realize that wrapping or packaging of medicine and medical
equipment used by doctor dufing medical treatment, should kept as
3 ‘ "__',e'gvidence";
- j.'."‘B,"ahwa atas perbuatan TERGUGAT |, TERGUGAT IX dan TERGUGAT X
y ng v,rﬁelawan hukum sebagaimana dikemukakan di atas, maka TEF{}GUGAT L,

'f..fTLERGUGAT IX dan TERGUGAT X dinyatakan oleh Pengadilan Negl ri Jakarta
Pusat telah melakukan perbuatan melawan hukum [onrechtmatigedaad]:

Bahwa selain itu, sudah sepatutrjya pula menurut hukum bila TERGUGAT
|, TERGUGAT IX dan TERGUGAT |X berdasarkan Pasal 1365 dan 1367
KUHPerdata harus menanggung bebgn secara bersama-sama atas seluruh
kerugian yang timbul akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukannya;

Bahwa karena TERGUGAT | | masih menjalankan operasional
pengangkutan penumpang melalui udata, sepatutnya publik mengetahui tentang

kegagalan TERGUGAT | dalam menjaga keamanan, keselamatan dan
kenyamanan penumpang hingga berakibat kematian. Karena itu TERGUGAT |
perlu melakukan pemberitahuan publik baik melalui iklan di media cetak dan
elektronik maupun peringatan lainnya;

Bahwa selain itu, sepatutnya TERGUGAT | melakukan instropeksi hingga
kegagalan menjaga keselamatan dan kenyamanan penumpang hingga
berakibat kematian ini, tidak terulang ¢i masa mendatang, antara lajn dengan
mengetahui sebab kegagalan tersebut melalui audit menyeluruh termasuk para

km, yang dilakukan tim independen, meminta maaf kepada PENGGUGAT dan
membuat monumen peringatan agar peristiwa ini terus dikenang dan dijadikan
pelajaran serta tidak dilupakan:

Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para
TERGUGAT sebagaimana dikemukakan di atas, baik yang dilakuka‘ dengan



_ _,_PENGGUGAT Pemenuhan biaya kebul

kerugian bagi PENGGUGAT yang q
(moril) maupun materiil:

apat diperhitungkan secara immateriil

Bahwa Kerugian mana secara immateriil tidak terkira, kerugian immateriil

sulit dihitung namun demi memberika
gugatan ini kerugian immateriil yang
dalam bentuk uang adalah sebesar R
milyar tujuh ratus ribu empat ratus rupig

Bahwa akibat perbuatan melaw
materiil PENGGUGAT juga sudah dan
Almarhum Munir adalah satu-satunya
-hjilang Karena itu dengan menda
‘ keruglan untuk mengganti seluruh ker
}.;pe__:rbuatannya, maka berdasarkan perhit
PARA TERGUGAT secara tanggung
”‘s"ébesar Rp 4.028.407.100 (terbilang

empat ratus tujuh ribu seratus rupiah), d

a
KUHPerdata di mana intinya menetaLkan kewajiban hukum bagiipembuat

| empat milyar dua puluh del

n kepastian hukum berkenaan diajukan
diderita oleh PENGGUGAT jika dinilai
'p. 9.000.700.400,-
h);

an hukum PARA TERGUGAT,

akan terus mengalami kerugi n, karena

(terbilang:§ sembilan
secara

tumpuan ekonomi bagi penghidupan
uhan hidup PENGGUGAT jelas menjadi

rkan pada ketentuan Pasal 1365

Lgian materiil yang ditimbulkan karena
ungan PENGGUGAT sudah selayaknya

Lpan juta
t:

renteng memberikan ganti | kerugian

engan perincian sebagai beriku

Jenis Kerugian Satugn Jumiah
a. Penghasilan perbulan terhitung Rp. 7.130.000/bulan Rp. 3.389.887.200
sejak September 2004 [meninggal]
hingga Almarhum Munir berusia
65
tahun

b. Uang pendidikan 2 {dua] orang Soultan Alif Allende Rp. 299.091.500

anak hingga tingkat pendidikan Diva Suukyi Larasati Rp. 258.953.400

Strata 1 [satu]:

c. Biaya Terapi dan obat anak |Terapi: Rp.150.00
Suplem

Rp. 1.000.000/

Ox8/bulan x 42
en:’
P bulan X21

Rp. 50.400.000

Rp, 21.000.000

d. Biaya yang sudah dikeluarkan

Privat Bahaga Inggris

Almarhum Munir untuk mengikuti Rp.5.000.000 Rp. 6.075.000
pendidikan Strata 2 Airport tax. Rp. 75.000
ke Belanda Fiscal Rp. 1]000.000
e. Biaya pemakaman, dli Tahlilan dan perxbuatan batu Rp. 3.000.000
nisa

Jumlah

Rp. 4.028.407.100




Bahwa selain kerugian-kerugiz
mengeluarkan biaya jasa pengaca
1.300.,000.000,- (satu milyar tiga ratus

Bahwa selain itu menurut hema
menurut hukum Pengadilan Negeri
TERGUGAT untuk membayar segala b
dari perkara ini;

Bahwa berdasarkan seluruh dali

jelas dalil-dalil di dalam gugatan ini sud

In di atas PENGGUGAT juga harus

ra pada perkara ini sebesar Rp.
uta rupiah);

it PENGGUGAT sudah sepatutnya pula
Jakarta Pusat memutuskan bagi para

aya perkara yang timbul

yang dikemukakan oleh PENGGUGAT,
ah didasarkan pada hukum yadjg berlaku

dengan dilengkapi bukti-bukti yang cuk
..Sudah sepatutnya pula Pengadilan Ne

up serta tidak terbantahkan. Karena itu
jeri Jakarta Pusat yang mem#riksa dan

-mengadili perkara ini serta memutuskar| berdasarkan keadilan:

w4 B'éhwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat moh n kepada
terlebih dahulu meletakkan sita jaminan

dan selanjutnya

engadllan Negeri Jakarta Pusat agar

- -altias:v;si:bgivrang-barang milik Tergugat menuntut kepada

’ »-.'f?"P_Ter]g,a’ailan Negeri tersebut supaya memberikan putusan yang dapat dijalankan
“lebih dahulu sebagai berikut -
PRIMAIR :
1.

2.

Menerima dan mengabulkan gug
Menyatakan bahwa TERGUGA
TERGUGAT IV, TERGUGAT
TERGUGAT VIII, TERGUGAT |
telah melakukan perbuatan melay
Memerintahkan Para TERGUGA
melalui 5 Media cetak yaitu : K
Suara Pembaharuan dan JAKAR
SCTV, TRANS TV, RCTI, INDO
format dan isinya ditentukan oleH

atan PENGGUGAT untuk seluruhnya;

T |, TERGUGAT I, TERGUGAT III,"
/, TERGUGAT VI, TERGUGAT VII,

X, TERGUGAT XI dan TERGUGAT X

van hukum; ‘

T meminta maaf kepada PENGGUGAT

OMPAS, KORAN TEMPO, Jawa Pos,

TA POST dan 7 media elektranik yaitu,

SIAR, METRO TV, TV 7, LATIVI yang

PENGGUGAT selama 7 hari| berturut-

turut;
Memerintahkan TERGUGAT | unfuk melakukan pemeriksaan independen

terhadap kinerja TERGUGAT

TERGUGAT V, TERGUGAT V

TERGUGAT IX, TERGUGAT XI,

Il, TERGUGAT Ill, TERGUGAT 1V,
, TERGUGAT Vil, TERGUGAT VIll,
TERGUGAT X dan kru pesawat dalam

penerbangan GA 974 tanggal 6 September 2004. Pemeriksa independen

yang dimaksud harus melibatkan unsur akademisi, ahli penerbangan, ahli

manajemen perusahaan, dan sepuluh perwakilan dari NGO yang terkait




5. Memerintahkan TERGUGAT | [membuat Monumen Peringatan atas
Kematian Aktivis HAM Munir dalam Pesawat GA 974 di halaman kantor
TERGUGAT | sesuai dengan ggmbar dan ukuran yang ditentykan oleh
PENGGUGAT;

6. Memerintahkan TERGUGAT mengeluarkan peringatan kepada
masyarakat tentang keselamatap naik garuda yang berisi pernyataan
salah satunya “PERNAH JATUH KORBAN PERACUNANJ‘ DALAM

PESAWAT INI" peringatan tersebut, harus dicetak dalam seluruh tiket
beserta dan seluruh benda |yang terkait dengan pen%rbangan
TERGUGATI: ‘ ‘

7. Memerintahkan TERGUGAT | |melakukan perbuatan hukurﬁ berupa
penjatuhan sanksi administratiffkepegawaian sesuai dengarﬁ tingkat
kesalahan masing-masing terhadap TERGUGAT I, TERG%GAT IV,
TERGUGAT V, TERGUGAT VI, TERGUGAT VII, TERGUGAT VI,
TERGUGAT IX, TERGUGAT Xl dan TERGUGAT X; 1

8. Menghukum para TERGUGA

membayar segala kerugian yang dialami oleh PENGGUGAT, yakni

secara tanggung renteng untuk

sebesar Rp. 14.329.107.500 (empat belas milyar tiga ratus dua puluh
sembilan juta seratus tujuh ribu lima ratus rupiah), dengan perincian:
a. Immateriil sebesar Rp. 9.000.700.400;

; ng’ qq,\b,erlkut bangunan yang ada di atasnya milik TERGUGAT |, dan
k Meruya Utara, Jakarta Barat milik

TERGUGAT Il, dan
c. JI. Parkit | No. 28 Griya Rt. 02/10 Kecamatan Limo, Limo -Depok milik
TERGUGAT IlI, dan
d. JI. Danau Kelapa Dua VIII/
Tangerang milik TERGUGAT |
e. Pamulang Permai Blok B No. 1
10.  Menghukum PARA TERGUGAT
yang timbul dari perkara ini secara| tanggung renteng:

Rt. 02/05 Kel. Kelapa Dua Curug,
, dan

milik TERGUGAT V;
ntuk membayar segala biaya perkara

1

11. Menyatakan bahwa putusan ini|dapat dilaksanakan terlebih | dahulu,



peninjauan kembali (uitvoerbaar
SUBSIDAIR :
Mohon putusan yang seadil-adilnya.
Menimbang, bahwa terhadap g
serta Tergugat Ill, VI, VII, VIII, IX, X, X

V, VI, Vil juga mengajukan gugatan balik (rekonvensi) pada pokoknya

dalil sebagai berikut :

TERGUGAT I, I, V, VI dan VI

DALAM EKSEPSI :

1. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JE
Bahwa dalam posita-posita gug

bij Voorraad);

ugatan tersebut Tergugat I, II, V, VI Vi
| mengajukan eksepsi dan Tergugat |, I,
atas dalil-

| AS DAN KABUR OBSCURE LIBEL,;
atannya, yaitu pada Posita butir 34, 45,

57, dan 70, PENGGUGAT telah men

gunakan kalimat-kalimat dalam bahasa

asing. Namun, Posita-posita yang berbahasa asing tersebut tidak diterbemahkan

oleh Penerjemah Tersumpah (Sworn Translater) ke dalam bahasa Ind@nesia;

Bahwa dengan tidak diterjemah
bahasa Indonesia, maka mengakibatka
Bahwa kekaburan dan ketidak

posita dalam bahasa asing tersebut da

ditafsirkan macam-macam, sehingga n

jelas, oleh karena itu patut kalau gug
TIDAK DAPAT DITERIMA (Niet Ontvan
Tuntutan PENGGUGAT tidak

"":.j\rrj,:?l.awan hukum ataukah wanprestasi;

%, Bahwa dalam Posita butir 75,

T ERQUGAT terbukti telah melakukan p
gk'ﬁm namun dalam Posita gugatan
" telah menunjuk UU No. 8 Tahun 1999

berarti PENGGUGAT

\
y/’ Bahwa judul gugatan PENGGU(

annya Posita-posita tersebut ke dalam
N gugatan menjadi kabur dan tidak jelas;
elasan tersebut terjadi karena posita-
pat memiliki banyak arti dan dapat pula
nengakibatkan gugatan kabur dan tidak

atan PENGGUGAT tersebut dinyatakan
kelijke Verklaard);
jelas, apakah atas dasar perbuatan

PENGGUGAT menyatakan ba‘hwa para
brbuatan melawan hukum;

5AT adalah gugatan perbuatan melawan
butir 45.b, 51,dan 55.c, PENGGUGAT
tentang Perlindungan Konsumen, yang

§

elakukan

telah mendqlikan para TERGUGAT

wanprestasi, karena dasar hubunggn hukum Alm. Munir dengan para

TERGUGAT adalah PERJANJIAN JAS

dalam setiap tiket penumpang. Pa
mempunyai sifat dan hakikat yang berbs
bersumber dari adanya perjanjian, se

hukum (onrechtmatigedaad) berasal daf

A ANGKUTAN UDARA yang tertuang di
dahal kedua jenis tuntutan| tersebut
eda, karena tuntutan wanprestasi adalah
dangkan tuntutan perbuatan melawan
i perikatan yang timbulnya dari

undang-undang, bukan perjanjian;



Bahwa penggabungan tuntutar tersebut bertentangan dengan hukum
acara sebagaimana disebut dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 1875
K/Pdt/1984, tanggal 24 April | 1986, vyang berbunyi = sebagai
berikut""'Penggabungan'gugatan perbyatan melawan hukum dengan perbuatan
ingkar janji tidak dapat dibenarkan dalam tertib beracara dan harus d|§elesalkan
secara tersendiri pula”; |
Bahwa selaln‘ itu, menurut M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya
Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, Hal. 455, dikataliln

“Oleh karena itu, dalam merumuskan posita atau dalil gugatan :

tidak dibenarkan mencampuradlikkan wanprestasi dengan PMH dalam

gugatan”;

Bahwa dengan demikian terbukti cara penggabungan tuntutan yang
demikian telah bertentangan dengan hjlium acara dan doktrin ilmu hukum ,oleh
karena itu layak kalau gugatan PENGGUGAT tersebut dinyataka{h TIDAK
DAPAT DITERIMA (Niet Ontvankelijkedoktrin ilmu hukum, oleh karena itu layak
kalau gugatan Verklaard);
2. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK BERDASAR HUKUM;

Bahwa di dalam surat gugatannya PENGGUGAT menyatakan para
TERGUGAT telah rhelakukan perbuatan melawan hukum yaitu:

PARA TERGUGAT secara sen
kondisi tidak nyaman, tidak aman

aja menempatkan penumpang dalam

an tidak selamat yaitu dengan (a)

aman, \tldak aman dan tidak selamat yaitu karena (a) gross negligence dalam
‘&Vme‘}géw/aSI makanan dan minuman sehingga berakibat kematian alm. unir, (b)
% \ﬁwss heghgence dalam menangani spkitnya Alm. Munir. Sedemikian atas
ENGGUGAT merasa dirugikan oleh

E e .,_.désar ‘alasan- alasan tersebut di atas
PARA TERGUGAT;

Bahwa dengan terbitnya Putusan Mahkamah Agung RI No. 1185
K/PID/2006 tanggal 3 Oktober 2006 (“Putusan MA No. 1185/2006") yang pada
pokoknya menyatakan TERGUGAT V PPLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO
(dengan dibantu dan atau bekerja $ama dengan TERGUGAT VI dan
TERGUGAT VII) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan
tindak pidana PEMBUNUHAN BERENCANA dengan menggunakan racun
terhadap Alm. Munir, MAKA seluruh alasan, dalil, argumen, dan pemyataan



pemindahan kursi yang tidak sesuai dgngan boarding pass, adanya kru dengan
surat tugas yang cacat hukum dan gross negligence dalam mengawasi
makanan dan minuman yang mengakibatkan kematian Alm. Munirf, maupun
gross negligence dalam menangani sakitnya Alm. Munir nyata-n%/ata telah
terbantahkan dan menjadi gugur dengan sendirinya, KARENA ' tindakan-
tindakan/perbuatan-perbuatan PARA | TERGUGAT tersebut di dtas yang
didalilkan oleh PENGGUGAT sebagdi perbuatan melawan hukum, NYATA-
NYATA TERBUKT! TIDAK MENGAKIBATKAN Alm. Munir meninggal dunia,
ATAU tidak ada hubungan kausalitas fengan meninggalnya Alm. anir, maka
oleh karenanya gugatan Penggugat nienjadi berdasar hukum sehin#;ga harus
dinyatakan tidak dapat diterima ;
3. GUGATAN PENGGUGAT PREMATUR:

Bahwa PENGGUGAT mendaftarkan gugatannya me!alJi Kantor
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 6 September
2006;

Bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor.1185/PID/2006 d}iputuskan
pada tanggal 3 Oktober 2006, apabila Penggugat menyusun gugatan setelah
adanya Putusan Mahkamah Agung| tersebut, maka PARA TERGUGAT
berkeyakinan PENGGUGAT tidak akan menyusun apa yang disebut sebagai
“ "FAKTA HUKUM” sebagaimana yang| tersusun dalam gugatan Penggugat.
Dengan demikian jelas, dasar-dasar gligatan PENGGUGAT adalah prematur.
Oleh karena itu layak kalau gugatan PENGGUGAT tersebut dinyatak?n TIDAK
DAPAT DITERIMA (Niet Ontvantkelijke Verklaard); |
4 GUGATAN PENGGUGAT KURANG| SUBYEK (exceptio exjuri terti)F
. "Bahwa dalam Posita butir 29, 62, §3, dan 66, pada intinya PENGGUGAT
mendalilkan ada racun di pesawat yang dioperasikan oleh TERGUGAT l,

seandainya benar Alm. Munir meninggal di dalam pesawat GA-974 karena
(diracun - QUOD NON - maka PENGGUGAT seharusnya juga menggugat pihak
yang bertanggungjawab atas masuknya racun ke dalam pesawat, yaitu PT.

| Angkasa Pura Il Bandara Soekarno-Hattp:
Bahwa hal tersebut didasarkap pada alasan hukum pihak yang
bertanggungjawab dalam melakukan |pemeriksaan atas masuknya barang
bawaan (terutama barang berbahaya| kimia/racun/dangerous goo#ﬁs) milik
seluruh penumpang (TIDAK TERKECUALI kru TERGUGAT |) yang ak%n masuk

ke dalam pesawat yang dioperasikan oleh TERGUGAT | adalah PT %ngkasa

Pura |l Bandara Soekarno-Hatta:




Bahwa dengan TIDAK DITARIKNYA PT. Angkasa Pura Il Bandara
Soekarno Hatta sebagai pihak TERGUGAT dalam perkara a quo, maka
sengketa yang dipersoalkan tidak dapat diselesaikan secara ‘tuntas dan
menyeluruh, karena pihak yang s$eharusnya ikut bertanggungjawab atas
masuknya barang berbahaya, kimia/ acun/dangérous goods yaitu PT. Angkasa
Pura |l Bandara Soekarno-Hatta, t{dak turut digugat, sehingga patut kalau
gugatan PENGGUGAT tersebut dinyatakan TIDAK DAPAT DITSRIMA (Niet
Ontvantkelijke Verklaard)

DALAM REKONPENS

|

Bahw.: di dalam gugatan REKONPENS! ini, TERGUGAh I dalam
Konpensi mohon disebut PENGGUGAT REKONPENS! l, TERbUGAT Vi
mohon disebut PENGGUGAT REKQNPENSI (I, dan TERGUGAT%VII mohon
disebut PENGGUGAT REKONPENSI Ill, dan untuk selanjutnya PENGGUGAT
REKONPENSI |, I, dan Il mohon disebut sebagai PARA PENGGUGAT
REKONPENSI, sedangkan PENGGUGAT dalam Konpensi mohpn disebut
sebagai TERGUGAT REKONPENS- |

|
Bahwa pada tanggal 6 September 2006, TERGUGAT RE}fONPENSI

telah mengajukan Surat Gugatan kepada PARA PENGGUGAT REKONPENSI
melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat; |

Bahwa adapun alasan TERGUGAT REKONPENSI mengajuk%n gugatan
kepada PARA PENGGUGAT REKONPENSI sebagaimana tersebut Posita
Surat Gugatan TERGUGAT REKONPENS! butir 29,62,dan 63 adalah karena
suami TERGUGAT REKONPENSI/Mubhir meninggal dunia karena diracun oleh
PARA  PENGGUGAT REKONPENS| dan/atay memakan dan imeminum

‘»--—‘fﬁakanan dan minuman beracun yang| ada dalam pesawat yang didperasikan
- PENGGUGAT REKONPENS [I: |

S Bahwa namun, Posita-posita | dalam Surat Gugatan T#RGUGAT
RE,KO?NPENSI tersebut telah diajukgn tanpa dasar hukum bahﬂ‘ian telah
":ff;_"";"fbef:tentangan dengan Putusan Mahkgmah Agung RI No. 1185 dPID/2006
‘:téaggal 3 Oktober 2006 yang menyatakan bahwa Alm. Munir menin ‘gal dunia
BUKAN KARENA diracun oleh PARA PENGGUGAT REKONPEQLSI, dan
BUKAN pula akibat keracunan makanan dan minuman yang disedi#kan oleh
PARA PENGGUGAT REKONPENSI:
Bahwa dengan demikian terbukti TERGUGAT REKONPENS| j?las—jelas
telah merugikan PARA PENGGUGAT REKONPENSI dengan menuduh PARA
PENGGUGAT REKONPENSI telah sengaja melakukan pembunuhan &erhadao




Alm. Munir, TANPA ada alat bukti yang jelas dan kuat, bahkan telah
bertentangan dengan Putusan Mahkamah Agung RI :

Bahwa tuduhan TERGUGAT REKONPENS| dalam surat gugatannya
tersebut jelas-jelas merupakan bentuk perbuatan melawan hukum @an telah
merugikan PARA PENGGUGAT REKONPENSI:

Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan TERGUGAT
REKONPENSI tersebut, PARA PENGGUGAT REKONPENSI mengalami
kerugian, baik kerugian materiil maupun kerugian immateriil dalarh bentuk
sebagai berikut : |

Bahwa akibat yang diderita oleh|PENGGUGAT REKONPENSI! | adalah
1
RUSAKNYA REPUTASI PENGGUGAT| REKONPENS) | sebagai perusahaan
yang taat pada peraturan dan selalu menjaga keselamatan dan kéamanan
penumpang dalam melakukan operasinya di mata klien-klien dan relajﬁsi bisnis
PENGGUGAT REKONPENSI | bahkan sampai ada pernyataan déri salah
seorang Advokat yang menyatakan “tidak akan naik pesawat Garuda Iagi”;
Bahwa akibat tuduhan TERGUGAT REKONPENSI | kepada
PENGGUGAT REKONPENSI Ii dan Il yang telah menghidangkan makanan
yang mengandung racun, maka PENGGUGAT REKONPENS! 1| dan Il
ditempatkan pada posisi seolah-olah sebpgai pembunuh Alm. Munir: |
Bahwa akibat dari itu semua, PARA PENGGUGAT REKONPENjISI telah
menderita kerugian MATERIIL maupun IMMATERIIL, dengan perincian:i

Kerugian MATERIIL berupa biaya-biaya yang harus dikeluarkab dalam

rangka mengurus perkara ini, yaitu sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta ruﬁjﬂah);
Kerugian IMMATERIIL yang jumlz hnya tidak dapat dinilai deng%n uang,

akan tetapi PARA PENGGUGAT REKONPENSI menganggap Ia;{ak dan

memadai apabila TERGUGAT REKONPENSI dihukum untuk memba%ar ganti

. . rugi dalam hal ini sebesar Rp. 1.000.000,1 (satu juta rupiah); |
" Bahwa oleh karena perbuatan melawan hukum Tergugat Re | npensi.

B 'v"'ﬂ'téléhvffnencemarkan nama baik dan mengakibatkan tekanan psikis terutama
‘~~~-»rff’yahg7dialami PENGGUGAT REKONPENSI I dan Ill maka layak |apabila
.sT"‘E‘RGUGAT REKONPENSI dihukum dntuk meminta maaf secaraltertulis
kepada PENGGUGAT REKONPENSI: i
Bahwa berdasarkan hal-hal tefsebut di atas Penggugat dalam
rekonvensi/ TERGUGAT |, I, V. VI dan V|l menuntut kepada Pengadilan Negeri
Jakarta Pusat supaya memberikan putusan sebagai berikut :
DALAM KONPENSI

e ok 8 e e e b o




| ters\ebut maka adalah patut dan wa

" “sehingga waijib untuk dinyatakan tidak d

Menerima eksepsi para Tergu
DALAM POKOK PERKARA
- Menolak gugatan Penggugat
DALAM REKONPENS!
1.

2.

Mengabulkan gugatan para Peng
Menyatakan Tergugat Rekonpen
hukum; ‘
Menghukum Tergugat Rekonpen

dan immateriil total sebesar Rp.2.
. Menghukum Tergugat Rekonpen

kepada para Penggugat Rekonpe

gat Konpensi untuk seluruhnya;
Konpensi seluruhnya;

gugat Rekonpensi untuk seluruhnya;

si telah melakukan perbuatan melawan

si untuk membayar ganti rugi materiil

000.000,- (dua juta rupiah);

si untuk meminta maaf secaﬁa tertulis

nsi:

DALAM KONPENSI DAN REKONPENS] :

Menghukum Penggugat Konpens
biaya perkara;
SUBSIDAIR
Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex 4
TERGUGAT HI, VI, VII, VIIL IX, X dan XI
DALAM EKSEPSI :

Bahwa GUGATAN PENGGUGA
PENGGUGAT mendaftarkan gugatanny
pada tanggal 6 September 2006, padaq
memeriksa perkara pidana atas nam
bersama-sama TERGUGAT VI dan T
Munir sedemikian gugatan PENGGUGA
terbitnya Putusan Mahkamah Agung RI |
2006 Oleh karenanya gugatan PEN

d5i'|é"k,gkan mengingat perkara pidana a

E mémbunuh Alm. Munir secara bersan
- TERGUGAT VIl pada saat itu masih ¢

jar

/Tergugat Rekonpensi untuk rrjembayar

A equo et bono); |

T DIAJUKAN SECARA PR¢MATUR
a ke Pengadilan Negeri Jakanjrta Pusat
saat itu Mahkamah Agung RI tengah
a dii TERGUGAT V yang didakwa
ERGUGAT VI telah membunuh Alm.
I dalam perkara aquo disusunisebelum
No. 1185 K/PID/2006 tanggal 3 Oktober
GGUGAT tersebut semestinjya tidak
tas dii TERGUGAT V yang didakwa
a-sama dengan TERGUGATi VI dan
an sedang berjalan. Berdasalrkan hal
apabila Yth. Majelis Hakim pemeriksa

“'perkdra ini in casu menyatakan gug

ptan PENGGUGAT adalah prematur
pat diterima; 1

Bahwa GUGATAN PENGGUGAT| TIDAK BERDASARKAN iHUKUM
(EXCEPTIE ONRECHTMATIG OF ONGEGROND) di dalam gug?atannya
PENGGUGAT menyatakan bahwa TERGUGAT telah melawan hukum karena:

Secara sengaja menempatkan penumpang dalam kondisi tidak byaman,
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jelas, apakah termasuk gugatan perbuatan melawan hukum ataukah perbuatan

wanprestasi:

Berdasarkan alasan-alasan tersgbut di atas maka adalah patut dan wajar
apabila Majelis’'Hakim Pemeriksa Perkara menyatakan gugatan Penggugat tidak
dapat diterima karena tidak memenuhi formalitas pengajuan gugatan:

Bahwa terhadap gugatan terseblut Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah
mengambil putusan, vyaitu putusa nnya  No.277/PDT.G/2006/PN.JKT.PST
tanggal 3 Mei 2007 yang amarnya sebdgai berikut :

DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi para Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sgbagian;

2. Menyatakan Tergugat | - PT. (Persgro) Perusahaan Penerbangan GARUDA
INDONESIA dan Tergugat IX : |Pantun Matondang, telah melakukan
perbuatan melawan hukum;

3. Menghukum Tergugat | dan Tergugat IX secara tanggung renteng untuk
membayar kerugian yang dialami Penggugat sebesar Rp.664‘2b9.900, -
(enam ratus enam puluh empat juga dua ratus sembilan ribu sembilan ratus
rupiah) dengan perincian :
a. Immateriil sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);

b. Materiil sebesar Rp.624.209.900 [enam ratus dua puluh empat juga dua
ratus sembilan ribu sembilan ratys rupiah):

Sehingga jumlah keseluruhannya adalah Rp.664.209.900 - (enam ratus

enam puluh empat juta dua ratus|{ sembilan ribu sembilan ratus rupiah) ;

4. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

DALAM REKONVENS]

Menolak gugatan Rekonpensi untuk selufuhnya;

. DALAM KONPENSI DAN REKONPENS|
'M;efﬁfghukum Tergugat | dan Tergugat |IX Dalam Konpensi/para Penggugat

Dalam Rekonpensi untuk membayar biayp perkara sebesar Rp.644.000,- (enam
“ ratusempat puluh empat ribu rupiah):;

<"+ Menimbang, bahwa dalam tingkat |banding atas permohonan Penggugat
}- ""'--'J'putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi
Jakarta dengan putusannya No. 392/PDT/2007/PT.DKI tanggal 7 Desember
2007 yang amarnya sebagai berikut -

- Menerima permohonan banding |dari Tergugat |, Tergugat IX dan

DAarmmrs ireed.




Menguat putusan Pengadilan N¢
277/Pdt.G/2006/PN.Jkt

perbaikan mengenai redaksi amar putusan sehingga amar selengkapnya

pgeri Jakarta Pusat tanggal 3 Mei 2007
Nomor : Pst yang dimohonkan banding dengan
berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONPENSI :
DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi para Tergugat;
DALAM POKOK PERKARA :

1.
2. Menyatakan Tergugat | :

Menguatkan gugatan para Penggugat sebagian:;

PT. (Persero) Perusahaan Penerbangan GARUDA
dan Tergugat IX : Pantun Matondang telah melakukan perbuatan melawan
hukum;
gat IX secara tanggung renteng untuk
sebesar Rp.664.209.900,-

sembilan ribu sembilan ratus rupiah)

Menghukum Tergugat | dan Tergu
kerugian yang dialami Penggugat (enam ratus
enam puluh empat juta dua ratus
dengan perincian :
a. Immateriil sebesar Rp.40.000.000Q,
b. Materiil sebesar Rp.624.209.900 f

ratus sembilan ribu sembilan rat

- (empat puluh juta rupiah):

(enam ratus dua puluh empatjuta dua
LS rupiah);

4. Menolak gugatan Penggugat untuk s
DALAM REKONPENSI
Menolak gugatan Rekonpensi seluruhny
DALAM KONPENSI DAN REKONPENS] :
Menghukum Tergugat | dan Tergugat 1)

selebihnya;

[y

K untuk membayar biaya perkara untuk
kedua tingkat peradilan yang dalam
Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

tingkat banding ditetapkan sebesar

= Tergugat | dan IX pada tanggal 14 N

- Menimbang, bahwa sesudah puf

Tergugat | dan IX diajukan permohona

usan terakhir ini diberitahukan kepada
lei 2008 kemudian terhadapnya oleh

N kasasi secara lisan pada tanggal 26

o

Akta Permohonan Kasasi Nomor
277/PDT.G/2006/ PN.JKT.PST

Negeri Jakarta Pusat, permohonan

- Me| 2008 sebagaimana ternyata dari
51/SRT PDT.KAS/2008/PN.JKT.PST jo |
s yang dibuat oleh Panitera Pengadilan

Nomor :
tersebut disertai diikuti oleh memori kagasi yang memuat alasan-alasan yang
diterima di Kepaniteraan Pengadilan Nederi tersebut pada tangga 06 Juni 2008;
Menimbang, bahwa sesudah putpisan terakhir ini diberitahukan kepada

emudian terhadapnya oleh Penggugat

Penggugat pada tanggal 15 Mei 2008 K



sebagaimana ternyata dari Akt Permohonan  Kasasi Nomor
03/SRT.PDT KAS/2008/PN.JKT.PST jg Nomor 277/PDT.G/2006/PN.JKT.PST
yang dibuat oleh Panitera Pengadilgn Negeri Jakarta Pusat, permohonan
tersebut diikuti oleh memori kasasi ya g memuat alasan-alasan yang diterima
di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 12 Juni 2008:

Bahwa setelah itu oleh Penggug 't yang pada tanggal 12 Juni 2008 telah
diberitahu tentang memori kasasi dari ergugat | dan Il kemudian terhadapnya
diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 24 Juni 2008;

Bahwa setelah itu oleh Tergugdt yang pada tanggal 3 Juli 2008 telah
diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat kemudian terhadapnya
diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 16 Juni 2008:

Menimbang, bahwa permohonan|kasasi a quo beserta alasan-alasannya
telah diberitahukan kepada pihak lawian dengan seksama, diajukan dalam
tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang,
maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima :

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon
Kasasi dalam memori kasasinya tersebyt pada pokoknya ialah
PEMOHON KASASI | ;

PARA PEMOHON KASASI samgat keberatan dengan pertimbangan
JUDEX FACTIE yang pada pokoknya| menafsirkan sendiri dan menyatakan
pengertian kecelakaan/accident adalah belum jelas. Terlebih lagi Judex Factie
telah  memperluas  pengertian  kacelakaan dengan mencari dan
UU No. 8 Tahun 1999 Tentang

akan mungkin mengkait dengan apa

menghubungkannya dengan ketentua

_.Perlindungan Konsumen yang jelas tida

-’iﬁT’;:‘.‘:_,".'.fAyang hendak dicari yaitu “pengertian kegelakaan” (lihat Putusan Majelis Hakim

N Seh

‘kat Pertama yang dibuat Majelis Hakim Tingkat Banding halaman 74).

_rusnya Judex Factie mencari pengertian “kecelakaan” tersebut di dalam
peraturan perundangan yang berkaitap dengan penerbangan, kalau tidak
.terdapat dalam undang-undang, maka ditelusuri melalui sumber hukum lainnya
yaltu peraturan perundang-undangan| hukum kebiasaan, yurisprudensi,
perjianjian internasional, dan doktrin (Periksa Soedikno Mertokusumo,
Penemuan Hukum suatu pengantar, Liberty, Yogyakarta, 2001:48) Akan tetapi
sungguh disayangkan Judex Factie tidak melakukan hal itu akan tetapi justru

mengabaikan pengertian kecelakaan |yang sudah berlaku dalam dunia

AAAAA )



internasional, maupun doktrin yang sudah ada. Pengertian kecelakaan/accident
ini tidak memerlukan penafsiran lagi mergingat hal-hal sebagai berikut:

Pengertian kecelakaan telah digebutkan dengan terang dalam suatu
aturan yang disepakati secara internasipnal yaitu di dalam Annex 13 Konvensi
Penerbangan Sipil Internasional; yang| menyebutkan : “kecelakaan” adalah,
“suatu kejadian yang berkaitan dengan operasi pesawat yang terjadi antara
waktu seseorang menaiki pesawat| udara dengan maksud mengikuti
penerbangan pesawat sampai suatu waktu di mana semua orang 'di atas
pesawat telah turun dari pesawat, di mana seseorang meninggal dunia atau
mengalami luka-luka berat sebagai akibat dari keberadaannya di dalam pesawat
udara tersebut, atau benturan langsung| dengan bagian manapun dari pesawat
udara, atau terkena semburan langsung|mesin jet pesawat”;

Saksi ahli Mudigdo Theodore Henry Purnama sebagaimana tersebut
dalam Putusan Majelis Hakim Tingkat Peértama pada halaman 56, poin ke-5 juga
telah menerangkan sebagai berikut :

“bahwa incident dan accident agalah kejadian yang berkaitan dengan

pengoperasian pesawat yang mengakibatkan kerusakan, luka-luka atau

kematian”;

“bahwa pembunuhan bukan agcident karena tidak termasuk dalam

pengoperasian pesawat”;

Saksi ahli DR. H. K. Martono, S|H., LLM., sebagaimana tersebut dalam
Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 58, alenia paling
bawahan dalam juga telah menerangkan:

“bahwa Accident adalah kecelakaan. Incident adalah kejadian. Dalam

7. dunia penerbangan accident atau kecelakaan suatu peristiwa di luar
M.A**k‘-}e‘z__‘mampuan manusia yang terjadi saat penumpang naik dari pelabuhan
_uidara atau bandara keberangkatan sampai bandara tujuan dan di mana

e ter&a’pat suatu kematian, luka, sdkit, atau kerugian ada yang disebabkan

, _b’énturan dari badan pesawat udara atau pesawat udara itu perlu adanya
‘.‘:;,‘i_;f:.v”s';ijku cadang yang harus diganti gtau kerusakan structural atau luka dan
sebagainya karena semburan mesin pesawat udara atau pesawat udara
tersebut hilang sama sekali”,

Bahwa dalam Kamus Hukum dap Regulasi Penerbangan karangan DR.
H. K. Martono, S.H., LLM., PT. Raja |Grafindo Persada, Jakarta, 2007: 111,
dengan terang dan nyata memberikan pengertian kecelakaan sesuai Annex 13
dan Surat keputusan Direktur Jendral Perhubungan Udara SKEP/57/1V/99 yang

o o - B ”,




peristiwa yang berhubungan dengan operasi pesawat udara yang berlangsung

antara saat orang memasuki pesawat udara dengan maksud melakukan
penerbangan sampai saat orang tersebut debrakasi yang menyebabkan

kematian atau luka parah atau penderitaan lainnya karena berada dalam

pesawat udara atau tersentuh pesawat udara atau tersentuh sesuatu barang

yang berhubungan dengan pesawat lidara atau pesawat udara mengalami
rusak berat secara structural atau mempunyai dampak negative terhadap

struktur Kinerja pesawat udara atau | karakteristik penerbangan atau yang

yang
j sama sekali” dan bahkan secara tegas

biasanya perlu perbaikan besar |atau penggantian komponen

bersangkutan atau pesawat udara hilang
pula dalam kamus ini dinyatakan bahwa “...(6) kematian yang terjadi dalam
pesawat udara tidak selalu merupakan kecelakaan pesawat udara, misalnya

kasus kematian Munir bukan termasuk kecelakaan pesawat udara”;

Bahwa dengan demikian, oleh karena pengertian kecelakaan/acc/denf

sudah dengan sangat jelas disebutkan ¢lalam Surat keputusan Direktur Jendral

Perhubungan Udara SKEP/57/IV/99, A
Internasional, telah diterangkan puia sed
di atas, dan telah menjadi doktrin hukd
penerbangan, maka pertimbangan hu
sendiri pengertian kecelakaan/ accident

a. Hakim dapat melakukan pg

pengertian hukum, apabila hal

yang ada. Dalam hal ini g
penerbangan telah nyata dan
Din

yaitu Surat keputusan

SKEP/57/1V/99, Annex 13 seb

dan kebiasaan masyarakat;

v E’»;.Repada landasan cita-cita umu

| peraturan tersebut yaitu memg

undang-undang serta menem

Harahap, Hukum Acara Perg

Tanpa bermaksud mengabaika

tentu bukanlah ahli penerba

‘f'_..‘-"',. “Wewenang Hakim untuk mer

‘tertib dengan cara-cara yan

nnex 13 Konvensi Penerbangan Sipil
ara jelas oleh kedua Saksi Ahli tersebut
m penerbangan oleh para ahli hukum
Kum Judex Factie yang menafsirkan
menjadi tidak berdasar hukum karena :

nemuan dan atau penafsiran suatu
itu tidak terdapat dalam sumber hukum
engertian kecelakaan dalam hukum
jelas terdapat dalam sumber hukum
ektur

Jendral Perhubungan Udara

agai kesepakatan internasional, doktrin

afsirkan suatu undang-undang harus
g masuk akal dengan berpedoman
m dan sejarah legislative pembentukan
elajari atau mencari maksud pembuat
bkan kehendak publik (lihat M.Yahya
lata, Sinar Grafika, 2006; 864-865).
n asas lus Curia Novit, hakim barang

mgan, oleh karena itu adalah wajar

apabila hakim seharusnya B

erpedoman kepada sumber hukum



penemuan dan atau penafsitan hukum atas pengertian istilah-istilah
penerbangan. Sumber hukum dapat diperoleh dari peraturan
perundang-undangan, kebiasaan, yurisprudensi dan doktrin ahli
penerbangan serta kesepakatan-kesepakatan internasional dunia
penerbangan. Maka menjadi tidak wajar dan tidak patut apabila
sumber-sumber hukum itu| diabaikan dan kemudian membuat
penemuan dan atau penafsirgn sendiri;

Bahwa menurut Konvensi Warsava 1929, syarat utama agar penumpang
dapat menuntut ganti rugi terhadap | pengangkut (maskapai penerbangan)
disyaratkan adanya ‘kecelakaan” atdu ‘“accident’, dan suatu kecelakaan
haruslah ada hubungannya dengan pengoperasian pesawat;

Bahwa di dalam Putusan MARI [No.: 1185 K/Pid/2006 (Bukti P-19) dan
dalam Putusan Peninjauan Kembali No. 109 PK/Pid/2007 atas nama
Pollycarpus Budihari Priyanto Mahkamah Agung Rl telah menegaskan dan
meyakini bahwa Alm. Munir diracun di Singapura dan racun tersebut tidak
berasal dari makanan atau minuman| yang disajikan dalam pesawat yang
dioperasikan oleh PEMOHON KASASI | (dahulu TERGUGAT ). Oleh
karenanya meninggalnya alm. Munir TIDAK TERMASUK kecelakaan (accident)
karena TIDAK ADA hubungannya dengan pengoperasian pesawat, sehingga
berdasarkan ketentuan dalam pasal 17 Warsawa Convention 1929, PARA
PEMOHON KASASI menjadi tidak bertanggungjawab atas meninggalnya Aim.
Munir;

Berdasarkan hal-hal tersebut di| atas, maka adalah layak dan patut
apabila Mahkamah Agung Rl membatdikan pertimbangan Judex Factie yang

memberikan pengertian kecelakaan | sendiri tanpa melalui mekanisme

'_ _ﬁ,penelusuran dari sumber-sumber hukum|yang ada:;

‘Bahwa Judex Factie juga salah dalam menerapkan hukum saat memberi
'ﬁértlmbangan hukum sebagai berikut :

.’._;.fTérgugat IX sebagai Pilot in Comand (PIC) telah melakukan tindakan yang

- \be;tentangan dengan kewajiban hukumnya, yang sudah ditentukan dalam
) "»v;»:A‘(BOM) Bahwa hal ini sesuai pula dengan Pasal 23 UU No. 15 Tahun 1992 jo
" Pasal 80 PP No. 3 tahun 2001, yang menentukan bahwa Kapten Pesawat udara

berwenang mengambil tindakan untuk keamanan dan keselamatan
penerbangan serta bertanggung jawab atas keamanan dan keselamatan
penerbangan tersebut™

Bahwa akibat tindakan PIC (Tgrgugat IX) tersebut, melanggar hak

P PR DY 0 o U P AA e



yang layak. Hal ini telah melanggar kaidah tata susila, dan bertentangan dengan

asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seorang

captain Pilot yang bertindak selaku PIC
PN Jakarta Pusat No. 277/PDT.G/2006/
ikuatkan PT. DKI Jakarta)

Factie tersebut merupakan kesalahan

(Mohon periksa halaman 75 Putusan
PN.JKT.PST tanggal 3 Mei 2007 yang g

Pertimbangan hukum Judex |

penerapan hukum karena :

PIC/Pemohon Kasasi Il pada sgat itu tidak dalam keadaan ragu-ragu
mengingat sudah ada dokter yang menangani Alm. Munir: Ketidak raguan
Pemohon Kasasi Il juga disebabkan dati seluruh penumpang, hanya Alm. Munir

yang menderita sakit perut. Lebih dari itu, dokter sebagai pihak yang lebih tahu

tentang penyakit juga tidak memberikan
ll. Sehingga tidak ada kewajiban PemoH

Judex Factie juga salah ketika
melakukan tindakan yang bertentangan
sisi lain mengakui bahwa Pemohon Kas
tindakan untuk keamanan dan keselam
adalah termasuk memutuskan untuk m
walaupun terdapat penumpang yang
dengan kewenangan yang dimilikinya ke
penerbangan dengan pertimbangan te
Munir dan dokter tidak memberikan sa
tentu lebih ahli daripada PIC dalam men

si penumpang. Yang menjadi tugas (

adalah menjaga keamanan dan kese

penerbangan dan hal tersebut telah dil{

" Kasasi Il

. Judex Factie juga salah menerap}
" hak subyektif Alm. Munir yang dilanggs
" dan kehati-hatian, karena ukuran dan st

= dlrl Para Pemohon Kasasi dengan adany

Judex Factie salah dalam

pertimbangan hukum sebagai berikut :

“ ...bahwa akibat kelalaian Tergugat IX t

mendapatkan perawatan yang maksimal

I

saran apapun kepada Pemohon Kasasi
on kasasi Il untuk menghubungi darat;

menyatakan Pemohon kasasi Il telah
dengan kewajiban hukumnya namun di
asi Il selaku PIC berwenang mengambil

atan penerbangan. Kewenangan PIC ini

eneruskan penerbangan ataukah tidak
sakit. Pemohon Kasasi Il selaku PIC
mudian memutuskan untuk melanjutkan
lah ada dokter yang menangani Alm.
ran apapun kepadanya. Dokter barang
angani atau menentukan parah tidaknya
tama Pemohon Kasasi Il selaku PIC
tlamatan seluruh penumpang selama

aksanakan dengan baik oleh Pemohon

tan hukum ketika menyatakan telah ada
ar dengan ukuran kepatutan, ketelitian
ndar yang sama dapat diterapkan pada
a gugatan Termohon Kasasi;

menerapkan hukum saat memberi
ersebut, menyebabkan Aim Munir tidak
sehingga menimbulkan kerugian, yaitu

ekaligus menimbulkan kerugian materiil

dengan meninggalnya Alm. Munir dan s



Dengan pertimbangan hukum tdrsebut Judex Factie telah menyimpulkan

bahwa penyebab kematian Alm. Mdnir adalah karena kelalaian Pemohon
Kasasi ll/Tergugat IX. Hal ini bertentangan dengan pertimbangan hukum Judex
Factie sendiri yang menegaskan berpilang-ulang bahwa hal mengenai siapa
yang memberi racun dan di mana ragun itu dimasukkan bukanlah wewenang
Judex Factie sebagaimana terdapat dalam pertimbangan Judex Factie halaman
71 dan 77 Putusan Majelis Hakim Tingk

Lebih jauh lagi, hal ini bertentar
RI' No:1185 K/Pid/2006 dan No. 10

Budihari Priyanto Mahkamah Agung Rl

tat Pertama;

1gan dengan Putusan Mahkamah Agung
0 PK/Pid/2007 atas nama Pollycarpus
Bahwa berdasarkan hal-hal tergebut di atas, baru menjadi adil apabila
Mahkamah Agung Rl membatalkan putpysan Judex Factie dan dengan mengadili
enggugat/Termohon Kasasi.

GGAR HUKUM

n karena telah mengabaikan Bukti T-3

sendiri menyatakan menolak gugatan P
JUDEX FACTIE TELAH MELAN

Judex Factie melanggar hukun

~

yaitu Annex 13 Konvensi Penerbangan Sipil Internasional dan kurang

memberikan pertimbangan hukum atas
tidak menggunakan kesepakatan intg
pengertian tentang "kecelakaan", da
sendiri;

Seandainya Judex Factie meng

Judex Factie wajib untuk secara tegas

hukumnya. Namun faktanya Judex Facf

berkaitan dengan perkara aquo atau i

pengesampingan alat bukti itu sehingga
rnasional tersebut dalam memberikan

n justru menggunakan penafsirannya

anggap Annex 13 tersebut di atas tidak
1arus dikesampingkan, quod non, maka
menyatakan hal itu dalam pertimbangan

ie tidak memberikan pernyataan apapun

atas hal tersebut, namun justru membuat pengertian sendiri tentang kecelakaan,

""r\"rfle\mperhatikan Annex 13 yang diajuk
bukt1 tertulis;
I Pelanggaran hukum atas tidak d

" alasan-alasan Judex Factie dalam

lengkap;

“..putusan yang tidak lengkap

(onvoldoende gemotiveerd) mer

sedemikian terbukti bahwa Judex Factid

Para Pemohon Kasasi oleh Judex Fact
.,;‘fatél, karena dengan pelanggaran huk

M

> memang tidak mempertimbangkan dan

an Para Pemohon Kasasi sebagai alat

pertimbangkannya alat bukti utama dari
e merupakan pelanggaran hukum yang
um itu sudah dapat dipastikan bahwa

nemutuskan perkara aquo pun tidak

atau kurang cukup dipertimbangkan
ipakan alasan untuk kasasi dan harus

pedikno Mertokusumo, Hukum Acara

dibatalkan” (Mohon periksa S



Oleh karena Judex Factie terbukti melanggar hukum, maka tidak ada lain
Putusan Judex Factie pun wajib untuk dinyatakan batal dan atau tidak sah;
PEMOHON KASASI Il :

Hakim telah salah menerapkan hukum pembuktian tentang unsur-unsur

kausalitas dalam Perbuatan Melawan Hukum ;

Bahwa atas putusan tersebut| Pemohon menyatakan Judex Factie
memang telah tepat menempatkan Tergugat | dan X sebagai pelaku perbuatan
melawan hukum dan penanggung jawab secara tanggung renteng. Namun
putusan Judex Factie tersebut salah karena menggunakan hukum pembuktian
yang keliru vyaitu membuktikan hlbungan kausalitas kesalahan Para
TERMOHON/TERGUGAT lain  derljgan Perbuatan Melawan Hukum
TERMOHON | dan IX;

Hal ini terlihat dalam putusan [No. 277/ PDT.G/2006/PN.JKT.PST, di

mana semua pertimbangan kegalahan dari Para TERGUGAT dirujuk

kepada TERGUGAT IX, apakah berkontribusi pada kesalahan / kelalaian

TERGUGAT IX:
Hal 78

“Dengan kata lain , tidak ada hubungan sebab akibat antara tindakan

Tergugat Il yang mengeluarkan|surat tugas kepada Tergugat V yang

dinyatakan Surat Palsu tidak adp kaitannya dengan kelalaian Tergugat
lel

‘menimbang, bahwa berdasarkap pertimbangan tersebut pula, sebagai

konsekwensinya , dalam kaitannya dengan tanggung jawab pengangkut
dalam ruang lingkup hukum perdiata, Tergugat Il tidak dapat dikatakan

telah melakukan perbuatan melawan hukum”;

- erHal 79
" “"Menimbang , bahwa terhadap paranan Tergugat IIl, IV, V/, VI, VI, VIll, X
e k;{an Xl dikaitkan dengan pertimbangan yang terurai di atas, Majelis
b:erpendapat bahwa Para Tergugat tersebut tidak memiliki peranan dalam
" kelalaian Tergugat IX dan oleh karenanya mereka tidak dapat dinyatakan

telah melakukan perbuatan melawan Hukum”

Bahwa dalam penerbangan GA 974 terdapat dua PIC ( Pilot in
Commmand) yaitu Tergugat X| (Sabur M Taufik) sebagai Pilot untuk JKT - SIN
dan Tergugat IX (Pantun Matondang) |Pilot SIN-AMS dan dua Purser yaitu
Tergugat VIII (Brahmani Hastawati) untuk JKT-SIN dan Tergugat X (Madjib
Rajhab Nasution) untuk SIN-AMS;




Bahwa Judex Factie dengan| menempatkan Tergugat (X sebagai
n GA 974 tanggal 6 September 2004
PIC, Purser lain selama

JKT-SIN dan SIN-AMS maupun peran

penanggung jawab penuh penerbangd
R

penerbangan tersebut, baik untuk rute

telah menafikan tanggung jawab dan crew
dari operasional administratif:

Bahwa perbuatan melawan hukym yang dilakukan Para Tergugat tidak
hanya terjadi saat penerbangan SIN-AM
JKT-SIN, bahkan jauh hari sebelum per

2004, yaitu dimulai pada tanggal 11

S, namun juga terjadi saat penerbangan
erbangan GA 974 tanggal 6 September

E

internal PT Garuda sampai setelah pe

Agustus 2008 ketika pengangkatan

Tergugat V (Pollycarpus) dari Pilot alr bus menjadi Aviation Security oleh

Tergugat Il (Indra Setiawan) secara tidak profesional dan menyalahi prosedur
nerbangan GA 974 berlangsung, yaitu
pembuatan Surat Tugas yang bertanggal mundur (back date) oleh Tergugat IlI
(Ramelgia Anwar) selaku Vice Corporatg Security;
Bahwa Tergugat VIl dan Tergugat XI bertanggung jawab penuh atas
an penerbangan GA 974 JKT-SIN. Hal

erational Manual) PT Garuda yang

keamanan, keselamatan dan kenyamar
ini sesuai dengan BOM (Basic Op
disesuaikan dengan aturan hukum Penefbangan , terutama Internasional;

“Purser e FA | is accountable to monitor flight

safety conduct in the cabin , espe
FA 1 coordinates the work of
compliance with valid | regulation
that effect the quality of the fligh tq
To ensure contibuty of service bet
the job to conduct quality control
coordinates

and passenger

. officer,ramp coordinator and cater

: “(.BOM212 page 5 date 1 Sept 200

\ “In accordance with the CASR

The
other flight attendants in a flight in

cially during take of and landing.

and policies and report any concerns
) the PIC and for concerned chief cabin.
wen pre, in, and post flight, an FA 1 has
o all uplift supllies at the related sector
service/handling  with  the passage
ng serview ...."

3 issue 2).

121.533 the responsibility for control

during day to day operations

re determined as follows : pilot in

command (PiC) during flight time is responsible for the safety of the

'passangers, crewmembers, car

authority without limitation over oth
he/she holds valid certificates auth

those crew members”;

Bahwa dalam penerbangan JKT-

o and aircraft, has full control and
er crewmembers duties whether or not

orizing him/her to perform the duties of

SIN tersebut , Tergugat VIl maupun




Tergugat VIII membiarkan dan
melawan hukum pemindahan témpat
Tergugat V Polycarpus tanpa tiket ter
ekonomi ke kursi nomor 3K, kelas bisn
aturan yang diatur dalam BOM, vyaitu :

BOM date Jan 1,1998, issue Nd

“in case of up-or downgrading

information sheet and PiC as

before embarkation of passengs

“Economy class passengers on

class seats :

(1) In case of overselling, accor

(2) In those cases were, fq

configuration aircraft is schedu

not against IATA rules that ec
seats”;

Membiarkan dan mengakui
(Pollycarpus) dengan surat tugas r¢
tersebut dinyatakan palsu dalan
1361/PID.B/2005/PN.JKT.PST dan
melawan hukum tersebut ditutupi g
dengan mengeluarkan surat back date

Berdasarkan kepatutan dan sta
2001 1

. penerbangan, prinsip-prinsip tersebut ¢

Pemerintah No.3 Tahun

,K,gamanan penerbangan  aq
. pen‘yelléniggaraan penerbangan yang
. yang mféléwan hukum:

© ’Keselamatan penerbangan 1

__._'pﬁnﬁfefénggaraan penerbangan yang

bahkan berkontribusi terhadap perbuatan
duduk penumpang di dalam kabin oleh
hadap Munir dari kursi nomor 40G, kelas

is yang tidak sesuai dengan prosedur dan

2BOM5.14page 1:
h note should be made on the passenger
well as the purser should be informned

Brs .

the following conditions may occupy First

ding to current upgrading sequence rules.
or ad-hoc tecnichal reasons, a mixed
ed to fly on an all economy service, it is

bnomy class passenger occupy fist class

keberadaan crew yaitu Tergugat V
esmi yang cacat hukum, bahkan surat

Pidana

juga keberadaan crew yang

Putusan Perkara Nomor:
bahkan
jan dilindungi oleh beberapa Tergugat
| antidatum:

ndard operasional Garuda dan Peraturan
keselamatan

[entang keamanan dan

di bawah ini harus dipenuhi :
yang
bebas dari gangguan dan/atau tindakan

jalah  keadaan terwujud  dari

adalah  keadaan yang terwujud dari

lancar sesuai dengan prosedur operasi

dan persyaratan kelaikan teknis terhadap sarana dan prasarana penerbangan

beserta penunjangnya;

Bahwa secara jelas Tergugat
melawan hukum seperti dijelaskan d
Factie tidak dilihat. Oleh karenanya

dengan menghubungkan kedua Tergu

VIII dan Xl telah melakukan perbuatan
atas, namun perbuatan ini oleh Judex
Judex Factie melakukan kesalahan fatal

jat tersebut dengan kelalaian Tergugat 1X
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A\ NI ARAC.



Bahwa Tergugat V (Pollycarpus)|yang notabene dengan melawan hukum
berada dalam penerbangan GA | 974 untuk penerbangan JKT-SIN
(penerbangannya JKT-SPN dan berlanjut SIN-AMS), telah melakukan
pemindahan tempat duduk Munir;

Bahwa secara mutadi mutandis|dengan Tergugat VIIl dan Tergugat Xl
dapat disimpulkan bahwa Tergugat |V (Pollycarpus) melakukan perbuatan
melawan hukum;

Bahwa apalagi Tergugat V (Pollyicarpus) yang bekerja lebih dari 15 tahun
di PT Garuda dapat dikatakan mengetghui sepenuhnya aturan internal maupun
hukum penerbangan, sehingga dapa} dikatakan secara sadar mengetahui
bahwa surat yang dibuat untuknya cacat hukum, namun masih tetap mengikuti
penerbangan GA 974 untuk JKT-SIN. Dan dapat dikatakan pula tindakan
memindah tempat duduk penumpang |yang secara melawan hukum tersebut
dilakukan secara sadar:

Bahwa Judex Factie tidak memutuskan Tergugat V (Pollycarpus)

melakukan perbuatan melawan hukim karena Judex Factie melakukan

kesalahan fatal dengan menghubungkah Tergugat V dengan kelalaian Tergugat
IX.
Dalam penerbangan SIN- AMS|Tergugat X (Madjib Radjab Nasution)
sebagai purser SIN-AMS melakukan petbuatan melawan hukum;
Bahwa Tergugat X (Madjib Radjab Nasution) sebagi purser dalam

penerbangan GA 974 SIN-AMS memiliki tugas dan kewajiban seperti diatur
dalam BOM ( basic operational manual)|[212 page 5 date 1 Sept 2003 issue 2
| “Purser.....the FA 1 is accountablé to monitor flight safety conduct in the
_cabin , especially during take of|and landing. The FA | coordinates the

.vyork of other flight attendants| in a flight in compliance with valid

'~r¢gulation and policies and report any concerns that effect the quality of
_5 ""'t;_he fligh to the PIC and /or concefned chief cabin. To ensure contibuty of
,,f":_g'v'service betwen pre, in, and post flight, an FA | has the job to conduct
quality control to all uplift supllies at the related sector and coordinates
passenger service/handling with| the passage officer,ramp coordinator

and catering service ...";
Bahwa Tergugat X (Madjib Radjab Nasution) tidak menjalankan tugasnya
dengan baik dan bahkan melawan hukum. Seperti apa yang telah ditemukan
sendiri oleh Tergugat | melalui laporan Safety Hazardous Report subject “Death
on Board GA 974 B747-400 PK-GSG SIN-AMS, Sept. 7" 2004 No.
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2004 dan disusun {prepared by) oleh [Hartati, Betty Nila P dan Boy Umarsyah
dan diverifikasi oleh Capt. Novianto Herupratomo dan disetujui oleh Capt. A
Krismanto antara lain :
“crew did not realize that wrappipg or packaging of medicine and medical
equipment used by doctor dufing medical treatment, should kept as
evidence”
Bahwa temuan dari laporan Safty Hazardus tersebut, yang menemukan
bahwa crew pesawat SIN-AMS, di mana Tergugat X bertanggung jawab tidak
melakukan pengepakan ( packing ) ateu pembungkusan ( wraping ) sehingga
akan mengganggu pembuktian / barang bukti dalam acccident tersebut.
Bahwa, bahkan dalam lapofan Safety Hazardus tersebut juga
dinyatakan :
“crew did not really understood |kind of reportable occurance should be
reported on ASR and CSR anq which Department should be (the first
hand) receiced the preliminary report”;
‘crew did not really understand international rules/regulation of ICAO
Annex 13 when such incident/a¢cident occurs in the country other than
the original country of the operator”
Bahwa atas dasar fakta dan bukti yang tidak disanggah oleh Para

Tergugat, maka dapat dikatakan bahwa Tergugat X dalam melayani dan
merawat Munir yang saat itu lagi |mengalami kesakitan tidak dilakukan

berdasarkan prosedur dan bahkan melaﬁan hukum™
Bahwa fakta, bukti yang tidak di
.. -Judex Factie tidak dilihat, padahal jelas|bahwa Tergugat X melakukan tindakan

rima oleh Para Tergugat tersebut oleh

yang . dinilai negatif yang tidak sesudi dengan prosedur (dapat dinyatakan

melawan hukum) oleh Tim Investigasi yang menghasilkan laporan Safety

* Hazardus tersebut;
Bahwa Judex Factie kurang tepat menerapkan hukum yang hanya

| ';,;.f.éé’r;;ﬁfata-mata memberikan tanggung jawab terhadap Tergugat IX (Pantun
Matondang) sebagai PIC untuk SIN-AM$, padahal jelas dalam BOM 212 page 5
date 1 Sept 2003 issue 2 juga menempatkan Purser Tergugat X bertanggung
jawab dalam penerbangan tersebut.
Dalam persoalan operasional administrasi penerbangan, Judex Factie
melakukan kesalahan fatal serupa mengenai korelasi surat tugas palsu dengan

kelalaian Tergugat IX seperti yang tertulis dalam putusan hal 78 -

1}

..... bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, majelis

I s P ——



Tergugat V yang dinyatakan sy

kelalaian Tergugat IX:

Bahwa Judex Factie tidak men
menggunakan surat palsu tersebut me
AMS yang di bawah tanggungjawab Tg
sebagai Purser. Namun berada dalan
dalam tanggungjawab Tergugat VIl se
PIC;

Bahwa telah dijelaskan di atas,
Tergugat VIl dan XI serta penjelasan
dalam penerbangan JKT-SIN yang ik
menggunakan surat palsu dan memir
melawan hukum:;

Bahwa Judex Factie yang telah
surat palsu tersebut, seharusnya menya
melawan hukum, baik berdiri sendiri

disanggah oleh Tergugat dan bahkan

rat palsu tidak ada kaitannya dengan

nahami keberadaan Tergugat V yang

mang bukan dalam penerbangan SIN-
rgugat IX sebagai PIC dan Tergugat X
n penerbangan JKT-SIN yang berada
bagai Purser dan Tergugat Xl| sebagai

mutatis mutandis dengan penjelasan
Tergugat V. Keberadaan Tergugat V
ut serta dalam penerbangan tersebut
idahkan tempat duduk Munir dengan

mengakui kontribusi Tergugat Il dalam
takan Tergugat | melakukan perbuatan
sebagai fakta dan bukti yang tidak

dinyatakan dalam putusan pengadilan

pidana, maupun sebagai “pemicu"/”legitimasi” bagi Tergugat V melakukan

perbuatan melawan hukum:
Bahwa Tergugat Ill Ramelgia A

security yang juga berkontribusi akan 4

war sebagai vice president corporate

danya surat palsu, dengan penjelasan

mutatis mutandis seperti Tergugat || di atas juga harusnya dinyatakan
- melakukan perbuatan melawan hukum ojeh Judex Factie;

3 - GUGATAN DIAJUKAN BUKAN BERDASARKAN PASAL 17 KONVENSI
~ WARSAWA MELAINKAN PASAL 25 KONVENS! WARSAWA;

. Bahwa gugatan ini diajukah berdasarkan pasal 25 Konvensi Warsawa

~

- d’an‘tgu'kan berdasarkan Pasal 17 konvensi:

Bahwa Pasal 25 Konvensi berisi gertanggungjawaban tidak terbatas atau
| unlimited liability yaitu dalam hal adanyq kesalahan (gross negligence dan/atau
wishfull misconduct). Sedangkan Pasal [I7 berisi pertanggungjawaban terbatas
(limited liability);

Bahwa berdasarkan hal tersebut

tidak terbatas.

ganti kerugian yang berhak diterima

Pemohon/Penggugat Dalam hal ini Judex Factie telah

memutuskan pertanggungjawaban Termohon tidak terbatas kepada Pemohon

(hal. 80 putusan a quo) tetapi Judex Fattie salah mengutip pasal 17 Konvensi

sebagai dasarnya;




Bahwa karena hal itu, tidak tepat gutusan hakim mengenai kerugian baik

materiil maupun immateriil yang membatasi berdasarkan PP tentang Angkutan
Udara,
Bahwa Hoge Raad dalam Keputusannya tanggal 19 Nopember 1943
mempertimbangkan :
“Bahwa kerugian, yang dapat dimintakan penggantian adalah tidak lain
daripada kerugian yang diderita pleh para; ahli waris, yang lazimnya
dihidupi dari pekerjaan si korban, dengan kematian tersebut telah
kehilangan penjamin; bahwa kerjigian ini adalah bahwa orang-orang
yang bersangkutan tidak lagi memperoleh jaminan, yang dapat mereka
harapkan dikemudian hari seanddinya si penjamin tetap hidup; bahwa
karenanya untuk pertimbangan gpakah telah diderita kerugian, yang
harus diganti, dan untuk penetapan jumlah ganti kerugiannya yang
diperlukan adalah tunjangan hidup| yang diperkirakan, yang oleh mereka
masih akan dapat diperoleh dari pgnjaminnya, seandainya ia tidak mati”;
Bahwa substansi yang sama (apat dirujuk pula dari Ordonansi
Pengangkutan Udara Statsblad 1939 Np. 100 jo. 101. Pasal 24 Ordonansi
" \ menetapkan secara limitatif pihak-pihak yang berhak atas ganti rugi dalam hal

penumpang meninggal, yaitu istri atau |istri-istri, anak atau orang tua yang
semasa hidupnya diberi nafkah olehmya. Berdasarkan aturan ini dapat
dimengerti bahwa ganti rugi yang harug dibayarkan untuk penumpang yang

meninggal adalah sebesar penghasilan yang diharapkan darinya andaikata ia
_} “masih hidup;
~ .,'G’ANTI KERUGIAN TIDAK HARUS BERUPA UANG MELAINKAN JUGA
. PRESTASILAIN

/;’f,,'}VF/’,:{ésal 1365 KUHPerdata membegrikan kemungkinan beberapa jenis

-‘ penunt‘utan antara lain :
o Ganti kerugian dalam bentuk uang;
2. Ganti kerugian atas kerugian dalam bentuk natura atau pengembalian
keadaan pada keadaan semula;
3. Pernyataan bahwa perbuatan yang|dilakukan adalah bersifat melawan
hukum;
4. Larangan untuk melakukan suatu perbuatan;
Meniadakan sesuatu yang diadakan s¢cara melawan hukum;
6. Pengumuman daripada keputusan atal dari sesuatu yang telah diperbaiki;
Pembayaran ganti kerugian tidak selalu harus berwujud uang inij,
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mempertimbangkan bahwa pengembalian pada keadaan semula (restitatio in
integrum) adalah merupakan pembaygran ganti kerugian yang paling tepat
setidak-tidaknya pada keadaan yang |mungkin dicapainya, sekiranya tidak
dilakukan perbuatan melawan hukufm. Maka yang diusahakan adalah
pengembalian yang nyata yang kiranya lebih sesuai daripada pembayaran ganti
kerugian dalam bentuk uang, karena Pembayaran sejumlah uang hanyalah
merupakan nilai yang equivalent saja,;

Menimbang, bahwa terhadap alagan-alasan tersebut Mahkamah Agung
berpendapat :

mengenai alasan-alasan Pemohon Kagasi | :

Bahwa alasan-élasan dari Pemohon Kasasi | tidak dapat dibenarkan oleh
karena Judex Factie tidak salah dalam m nerapkan hukum;

Bahwa alasan-alasan mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat
penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan
dalam pemeriksaan pada tingkat kasasj, karena pemeriksaan dalam tingkat
kasasi hanya berkenaan dengan adanyal|kesalahan penerapan hukum, adanya
pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-
Syarat yang diwajibkan oleh peraturan p rundang-undangan yang mengancam
kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan
tidak berwenang atau melampaui bata wewenangnya sebagaimana yang
dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana
"telah diubah dengan Undang-Undang No 5 Tahun 2004;

| mengenal alasan-alasan Pemohon Kasasi Il :

Bahwa alasan-alasan Pemohon Kasasi |l patutlah dikabulkan karena

“f.‘;*'Judex Factie telah salah dalam mener pkan hukum dengan pertimbangan

i :«"isebagal berikut :

‘Bahwa berdasarkan Pasal 43 ayat (1) a UU No. 15 Tahun 1992 tentang
Penerbangan menyatakan bahwa “Perusahaan angkutan udara yang
melakukan kegiatan angkutan udata maka bertanggung jawab atas
kematian atau lukanya penumpan yang diangkut”. Dalam konteks
penerbangan Internasional Pesawat GA 974 yang ditumpangi oleh alm.
Munir tunduk pada ketentuan Hukum Ihternasional yaitu Pasal 17 Konvensi
Warsawa 1929 yang mengatur bahwa “The carier is liable for damage
sustained in the event of the death or wunding of pasengger or any of the
other bodily injury suffered by a passe ger, if the accident which caused the
damage so sustained which the damage so sustained took place on board

the aircraft Aat ” -



Atas dasar hal tersebut Tergugat | pertanggung jawab selaku Pengangkut
/carrier atas kerugian yang diderta akibat meninggalnya Munir dalam
pesawat GA 974, sedangkan Tergugdat IX tidak melaksanakan tugas sesuai
dengan kewajiban hukumnya sebagaimana diatur dalam BOM (Basic
Operation Manual) maupun Pasal 23 UU No. 15 Tahun 1992 jo Pasal 80 PP
No. 3 Tahun 2001 yang menentukan bahwa Kapten Pesawat udara
berwenang mengambil tindakan |untuk keamanan dan keselamatan
penerbangan serta bertanggung jawab atas keamanan dan keselamatan
penerbangan tersebut. Dengan demikian atas dasar ketentuan tersebut

diatas menurut Pasal 1366 jo. Pasal 1367 KUH Perdata Tergugat | dan

Tergugat IX bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh

perbuatan maupun karena kelalaian dtau kurang hati-hatiannya. :

Namun demikian mengenai pertimbangan Judex Factie tentang kerugian
yang harus dibebankan kepada Te ugat | dan Tergugat IX, Mahkamah
Agung berpendapat Judex Factie k rang cukup dan kurang tepat dalam
pertimbangannya yaitu Judex Factie empertimbangkan penghasilan yang
harus dibayar pada Tergugat didasarkan pada perhitungan suami isteri yang
meninggal/memperoleh 3 (tiga) bulan gaji bagi seorang pegawai negeri sipil
sebesar 3 X Rp.7.130500- =
Rp.21.390.000,- (dua puluh satu juta figa ratus sembilan puluh ribu rupiah).

di Indonesia /penghasilan vaitu

Judex Factie keliru dalam pertimbangan karena alm. Munir bukanlah

_sedrang Pegawai Negeri Sipil, karena untuk seorang Pegawai Negeri Sipil

vst_ri_ii‘ ;fyang ditinggalkan suami memperoleh setengah penghasilan.

,”'?:S,é;ag'-hgkan Munir bukanlah Pegawai Negeri Sipil sehingga Penggugat tidak

~_akan memperoleh kompensasi istrifflanda dan berdasarkan hal tersebut

""‘"r/naka tuntutan tentang besarnya perghasilan sebesar Rp.3.389.887.200,-
dapat dibenarkan demikian pula biayd pemakaman sebesar Rp.3.000.000,-
dan kerugian immateriil sebesar Rp. 0.000.000,- juga dapat dibenarkan,
sehingga jumlah keseluruhannya adplah Rp.3.432.887.200,- (tiga milyar
empat ratus tiga puluh dua juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu dua
ratus rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarka pertimbangan di atas, menurut
pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk menolak permohonan
kasasi dari Pemohon Kasasi | : 1.| PT. (PERSERO) PERUSAHAAN
PENERBANGAN GARUDA INDONESIA 2. PANTUN MATONDAH. Dan

mengabulkan permohonan kasasi dari Pefmohon Kasasi Il : SUCIWATI serta



membatalkan putusan Pengadilan T
tanggal 7 Desember 2007 yang mg
No.277/PDT.G/ 2006/PN.JKT.PST tang

mengadili sendiri perkara ini dengan

nggi Jakarta No.392/PDT.2007/PT.DK|
mperbaiki putusan Pengadilan Negeri
gal 3 Mei 2007 serta Mahkamah Agung
amar putusan sebagaimana yang akan

disebutkan di bawah ini;
Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi berada di pihak yang
kalah, maka harus dihukum untuk m

tingkat peradilan

embayar biaya perkara dalam semuas

Memperhatikan pasal-pasal dar
Undang-Undang No.14 Tahun 1985 ¢
ditambah dengan Undang-Undang No.5

Undang-Undang No.4 Tahun 2004,
sebagaimana yang telah diubah dan
Tahun 2004 dan peraturan perundang-
undangan lain yang bersangkutan :
MENGA
Menolak permohonan kasasi
(PERSERO) PERUSAHAAN PENERSH
PANTUN MATONDANG tersebut ; .
Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasas;i || -
tersebut ;

DILI :
dari Pemohon Kasasi | 1. PT.
ANGAN GARUDA INDONESIA 2.

SUCIWATI

Membatalkan putusan Pengadila
PT.DKI tanggal 7 Desember 2007 yan
Negeri No.277/PDT.G/2006/PN.JKT.PST t

MENGADILI §

n Tinggi Jakarta No.392/PDT.2007/
g memperbaiki putusan Pengadilan
anggal 3 Mei 2007;

) ENDIRI :

DALAM KONVENS]
- DALAM EKSEPS|
A — ,Menolak eksepsi para Tergugat ;
|© 7" DALAM POKOK PERKARA
; 1 ,"‘Me:ngabulkan gugatan Penggugat untu
e .g,.”Menyatakan Tergugat | : PT. (Persero)
%" INDONESIA dan Tergugat IX : Pa
perbuatan melawan hukum;

K sebagian :

Perusahaan Penerbangan GARUDA
htun Matondang, telah melakukan
. Menghukum Tergugat | dan Tergugat|IX secara tanggung renteng untuk
ggugat sebesar Rp.3.432.887.200 -
B juta delapan ratus delapan puluh

membayar kerugian yang dialami Pen
(tiga milyar empat ratus tiga puluh du
tujuh ribu dua ratus rupiah) dengan perimcian :
a.Immateriil sebesar Rp.40.000.000,- (g
b. Materiil sebesar Rp.3.392.887.900 (ti

dua juta delapan ratus delapan puluh

mpat puluh juta rupiah);
ga milyar tiga ratus sembilan puluh

tUiUh ribt cembilan ratiie rimialy.



4. Menolak gugatan Penggugat untuk s;elebihnya/;”'!"’,;"

DALAM REKONVENSI

- Menolak gugatan Rekonpensi untuk

DALAM KONVENSI DAN REKONVENS]

— Membebankan Termohon Kasasi
biaya perkara secara tanggung rente
dalam tingkat kasasi ini ditetapkan
rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam

Agung pada hari Kamis tanggal 28 Jai
MH. Hakim Agung yang ditetapkan o
Ketua Majelis, H. MANSUR KARTAYA
SH. MH. Hakim-Hakim Agung sebagai 4
terbuka untuk umum pada hari itu jug
Hakim Anggota tersébut dan dibantu ole
Pengganti dengan tidak dihadiri oleh parg

Hakim-Hakim Anggota :
Ttd

H. MANSUR KARTAYASA, SH. MH.
Ttd

R. IMAM HARJADI, SH. MH.

Biaya Kasasi :
1. Meterai ... . .. Rp. 6.000,-
2.Redaksi.... .. Rp. 1.000,-
3. Administrasi kasasi Rp. 493.000.-
Jumlah ... Rp.500.000,-
Untuk Sa

seluruhnya;

I/Pemohon Kasasi | untuk membayar
ing dalam semua tingkat peradilan yang
sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu

rapat permusyawaratan Mahkamah

nuari 2010 oleh H. ABBAS SAID, SH.
eh Ketua Mahkamah Agung sebagai
SA, SH. MH. dan R. IMAM HARJADI,
Anggota, dan diucapkan dalam sidang
a oleh Ketua Majelis beserta Hakim-
n SATRIYO BUDIYONO, SH. Panitera

pihak :

Ketua :
Ttd
H. ABBAS SAID, SH. MH.

Panitera Pengganti :
Ttd
SATRIYO BUDIYONO, SH.

inan

- MAHKAMAH AGUNG RI

o7 s di N\ a.n. Panitera

i

o\
SN ‘!

Atera Muda Perdata

\ S PISOEFOSO ONQ, SH. MH.)
Sk ANIP. 040.044.809




Kas
Termono™ K asast ~ : y1 dan Vil jug?
R 1/ Terbanding — LV,
Kasast ~ | Ter® Y, Vi, gan banding — 1,1V, VIIL, X dan
ohon gat — M X dankl/ Ter al
n Uty . comula TEBS 1 L, uai dengan suratnya tertangg
gedangkd ohon asast § cougat LN Jakarta Slatan sesual COREEETT e
dan para Term asas.l Sem\l\a tePgen ad"\anNege“77 [PDT(,11201\04W [T
?a;a“m inta bal 1613, 1675, 16
,tela omor
11 Februatt
)1
brv .
al- 22 ¥ % 2011
. an ashy?d padd : dggtangg al 22 Ltsi — 11 dahulu Penggugat ; ——-
Dibuat sesual angm diks \uarkaliz P s? /Pemohc ’
tu asast —
Turunan XY . Termoho®
honan -
Atas PO WAKIL PANITERA
! NGADILAN NEGERI J AKARTA PUSAT
22/ i :
CORIANA J. SARAGIH, SH. MH
NIP. 19641007-199103-2-002
Tand'clt:;‘;ga . b aﬂo o
' 00,- .
%ad:h Tulis * RP 136%00 . (Paraf Penerima )
Matefa" 19.500,-
Tumlah



